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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), 
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kumpulan hasil pengabdian ini memberikan nilai kermanfaatan 
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pangan, dan perikanan. Lingkup kedua yaitu ekonomi dan ilmu 

administrasi.  
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semangat dalam menerbitkan buku-buku selanjutnya dan semoga 

menjadi motivasi bagi para dosen untuk selalu menulis dan mener-

bitkan karyanya dalam bentuk buku. Karena dosen yang profesional 
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Tidak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Tuhan 

YME. Book chapter ini pun masih belum sempurna, maka atas ketidak 
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chapter mengucapkan permohonan maaf serta membuka diri atas saran 

dan kritik yang membangun guna perbaikan pada penerbitan buku-

buku berikutnya. 

Akhir kata semoga Tuhan YME melimpahkan kasih dan 

berkahnya kepada kita semuanya, Aamiin. 
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dengan memberikan pengenalan terkait jamur tiram dan memberikan 
program pelatihan keterampilan pembuatan pengolahan jamur tiram 
menjadi produk makanan yang mempunyai nilai jual. Pelatihan ini 
meliputi cara membuat bakso, nugget, dan abon dari jamur tiram. 
Proses pembuatan bakso dan nugget hampir sama yaitu dengan cara 
diblender dan diberi bumbu dapur selanjutnya dibuat nugget dan bakso. 
Sedangkan untuk abon, cara membuatnya berbeda dengan nugget dan 
bakso yaitu dengan cara jamur disuwir-suwir kemudian dibumbui 
dengan bumbu dapur dan santan lalu ditumis. 

Beberapa alasan pemilihan jamur tiram antara lain (1) di daerah 
Gresik produk jamur tiram sangat melimpah dikarenakan keberhasilan 
dalam memberdayakan petani jamur, ( 2) sifat dari jamur tiram yang 
mudah rusak jika tidak segera dikonsumsi sehingga perlu diolah 
menjadi produk yang lebih awet, (3) berdasarkan penelitian (Mutiara 
Nugraheni, 2015), jamur tiram mengandung protein, air, kalori, 
karbohidrat, dan sisanya berupa serat zat besi, kalsium, vitamin B1, 
vitamin B2, dan vitamin C. Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) merupakan 
bahan makanan bernutrisi  dengan  kandungan protein tinggi, kaya 
vitamin dan mineral, rendah karbohidrat, lemak, dan kalori, (4) jamur 
tiram juga memiliki berbagai manfaat yaitu sebagai makanan, 
menurunkan kolesterol, sebagai antibakterial dan antitumor, serta 
dapat menghasilkan enzim hidrolisis dan enzim oksidasi. Selain itu, 
jamur tiram juga berguna dalam membunuh nematoda. Manfaat lain 
dari jamur tiram antara lain dapat mengurangi kolesterol dan jantung 
lemah serta beberapa penyakit lainnya. Jamur tiram juga dipercaya 
mempunyai khasiat obat untuk berbagai penyakit seperti penyakit 
lever, diabetes, dan anemia. Selain itu, jamur tiram juga dapat 
bermanfaat sebagai antiviral dan antikanker serta menurunkan kadar 
kolesterol. Di samping itu, jamur tiram juga dipercaya mampu 
membantu penurunan berat badan karena berserat tinggi dan 
membantu pencernaan. Jamur tiram mengandung senyawa pleuran 
yang berkhasiat sebagai antitumor, menurunkan kolesterol, serta 
bertindak sebagai antioksidan. Adanya polisakarida, khususnya Beta-
D-glucans pada jamur tiram mempunyai efek positif sebagai 
antitumor, antikanker, antivirus (termasuk AIDS), melawan kolesterol, 
antijamur, antibakteri, dan dapat meningkatkan sistem imun. Pada 
jamur tiram, produk ini disebut sebagai plovastin yang di pasaran 
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Adapun resep dan langkah-langkah dalam pembuatan nugget, 
bakso, dan abon sebagai berikut. 
a. Resep nugget jamur tiram 

 Bahan nugget: 

 500 gr jamur tiram 

 7-8 siung bawang putih  

 2 siung bawang merah 

 Garam dan gula 
secukupnya 

 5 senduk makan tepung 
beras 

 

 2 -3 tepung terigu 

 1 butir telur ayam Bahan 
Pencelup 

 1 butir telur dan air  

 Tepung terigu  

 Tepung panir 

Langkah-langkah: 
1. Bersihkan jamur lalu rendam dengan air hangat (meng-

hilangkan bau langu) selama 5-10 menit, peras jamur hingga 
tiris kemudian cincang halus (boleh diblender atau 
menggunakan food processor), 

2. Haluskan bawang merah, bawang putih, merica, garam, dan 
gula kemudian campur dengan jamur yang sudah dicincang 
lalu masukkan tepung terigu dan telur aduk hingga rata, 

3. Ambil loyang kemudian alasi dengan daun pisang lalu 
masukkan adonan dan kukus hingga matang, biarkan adonan 
hingga dingin lalu keluarkan dari cetakan, potong adonan 
sesuai dengan keinginan, 

4. kocok telur dan air lalu ambil potongan nugget dan gulingkan 
ke tepung kemudian celupkan ke telur dan masukkan ke 
tepung panir,  

5. simpan di kulkas dan goreng saat diperlukan. 
 

   
Jamur diblender 

hingga halus 
Hasil adonan setelah 

dikukus 
Nugget dibalur dengan 

telur dan tepung 

Gambar 6. Proses pembuatan nugget 
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Gambar 7. Nugget jamur tiram 

 
b. Resep bakso jamur tiram 

Bahan bakso: 
500 gram jamur tiram, 100 gram tepung tapioka, 1 butir putih 
telur, 1/2 sdt garam, 1/2 sdt kaldu jamur totole/ kaldu bubuk 
biasa, dan 1/4 sdt lada bubuk 
Bahan kuah: 
2 siung bawang putih ,4 siung bawang merah, 1 batang daun 
bawang, 250 ml air, secukupnya garam, secukupnya kaldu jamur 
totole/kaldu bubuk biasa, secukupnya gula pasir, secukupnya 
minyak goreng untuk menumis 
Taburan:  
bawang merah goreng dan daun bawang yang sudah dicincang 
Langkah-langkah membuat bakso jamur tiram. 
1. Cuci bersih jamur kemudian rebus ke dalam air mendidih 

hingga layu. Tiriskan dan dinginkan kemudian peras airnya. 
Cincang kecil jamur kemudian haluskan di blender/food 
processor. 

2. Masukkan jamur cincang yang telah halus ke dalam wadah. 
Selanjutnya masukkan putih telur, tepung tapioka, dan beri 
bumbu. Aduk hingga tercampur rata. Bila adonan bakso 
belum bisa dipulung, maka tambahkan tepung tapioka sedikit 
demi sedikit. Kemudian bentuk bulat menyerupai bakso dan 
sisihkan. 

3. Didihkan air dan rebus bakso hingga matang (mengapung di 
air) lalu tiriskan. 

4. Iris tipis bawang merah, bawang putih, dan daun bawang.lalu 
tumis  dengan sedikit minyak. Tuangkan tumisan ke dalam 
panci yang telah berisi air 250 ml. Kemudian didihkan dan 
bumbui dengan garam, gula, dan kaldu jamur. Koreksi rasa 
dan sisihkan. Jika ingin kuahnya bening, saring tumisan tadi 
setelah kuah agak hangat. Bakso Siap dihidangkan  
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Memblender hamur 

hingga halus 
Membentuk adonan 
bakso hingga bulat 

Merebus bakso 

Gambar 8. Proses pembuatan bakso jamur tiram 

 

 
Gambar 9. Bakso jamur tiram 

 
c. Resep abon jamur tiram 

Bahan: 
• 3 kg jamur tiram 
• 4 helai daun salam 
• 1 buah santan kara segitiga 
• 2 cm lengkuas 
Bahan yang harus dihaluskan: 
2 sdt ketumbar, 4 sdt gula, secukupnya garam, 15 siung bawang 
merah, dan 10 siung Bawang putih 
Langkah-langkah: 
1. Cuci jamur kemudian rebus 10-15 menit, suwir-suwir jika 

sudah dingin 
2. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan lalu masukkan daun 

salam dengan minyak 2 senduk sampai wangi,masukkan 
jamur aduk hingga merata.Tuangkan santan dan masak 
dengan api kecil sambil sesekali diaduk sampai santan 
menyusut,goreng adonan dengan minyak hingga matang, 

3. blender jamur yang sudah digoreng lalu peras hingga minyak 
berkurang. 
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Jamur tiram 

direbus 
Jamur tiram 

dimasak setelah 
disuwir-suwir 

Maur tiram 
digoreng 

Jamur tiram 
setelah 

diblender 

Gambar 10. Proses pembuatan abon jamur tiram 

 
Hasil pelatihan menunjukkan bahwa mitra sangat antusias dan 

mudah memahami setiap langkah-langkah dalam pembuatan nugget, 
bakso, dan abon dari jamur tiram. Untuk pembuatan abon jamur 
tiram mitra masih kesulitan karena membutuhkan ketelatenan dan 
waktu agak lama dalam proses pembuatannya karena harus disuwir-
suwir satu persatu. Oleh karena itu, abon dari jamur tiram akan lebih 
sesuai bila diberikan pelatihannya kepada ibu-ibu. 

Program pelatihan ini juga bermitra dengan petani jamur tiram 
untuk menunjang keberhasilan dalam pelatihan. Mitra petani adalah 
wali murid dari SD Muhammadiyah di Perumahan Pondok Permata 
Suci (Berlian School) yang membudidayakan jamur tiram di lingkungan 
SD Muhammadiyah yang diberi nama Kumbung Jamur Berlian School. 
Kumbung Jamur ini berdiri bulan November 2018 dan pada bulan 
Januari sudah mulai dapat memanen. Hasil panen ini dijual secara 
umum .Jamur tiram yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik 
karena menghasilkan jamur yang lebar dan besar. Harga yang 
ditawarkan dari mitra petani ini juga sangat bersaing dengan harga 
jamur tiram yang dijual di pasar. Adapun kegiatan dari mitra Ikwan 
Berlian School dengan Kumbung Jamurnya ditunjukkan pada gambar 
berikut.  

Dari hasil analisis dan evaluasi, produk ini mempunyai prospek 
untuk menjadi produk unggulan untuk kewirausahaan. Jamur tiram 
adalah tanaman yang sangat mudah dibudidayakan dan mempunyai 
kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Alasan 
lainnya adalah harganya yang relatif murah sehingga sangat terjangkau 
dan dapat dijadikan pengganti daging yang harganya relatif lebih 
mahal. 
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Gambar 11. Menyiapkan rak tempat 

bibit jamur tiram 

 
Gambar 12. Menata bibit jamur di rak 

 
Gambar 13. Bibit jamur tiram 

 
Gambar 14. Panen jamur tiram 

 
5.  KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil kegiatan program pelatihan pada masyarakat 
pada kelompok siswa atau remaja di perumahan pondok permata suci 
Gresik, maka pelatihan ini dapat diambil kesimpulan : 
1. Peserta sangat tertarik dan antusias untuk mengikuti dan 

mengembangkan pelatihan membuat olahan dari jamur tiram. 
Terutama untuk pembuatan naget dan bakso,. Untuk pembuatan 
abon jamur tiram mitra masih kesulitan karena membutuhkan 
ketelatenan dan waktu agak lama dalam proses pembuatannya 
karena harus disuwir-suwir satu persatu. 

2. Peserta atau mitra setelah mengikuti kegiatan pelatihan bisa 
memahami pentingnya kegiatan pelatihan mengolah jamur tiram 
sehingga ada ide lain untuk mengolah jamur tiram untuk dijadikan 
produk lain. 

3. Setelah dilakukan monitoring dari hasil pelatihan adalah ada 
kemauan untuk membuat produk berbahan jamur tiram untuk 
dijual kembali. 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis yaitu 

perlu dilakukan kegiatan pengabdian lanjutan tentang variasi produk, 
kemasan, dan pemasaran. Selain itu, adanya peningkatan anggaran 
pengabdian sehingga peserta pelatihan akan semakin bertambah. 
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1. PENDAHULUAN 

Wilayah perkotaan, dengan heterogenitas masyarakatnya men-
jadikan ciri khas budaya menjadi kabur karena sudah tercampur 
dengan budaya-budaya lain yang dibawa pendatang. Urbanisasi men-
jadikan kota sebagai tujuan sebagian masyarakat mencari pekerjaan, 
dan menjadikan pembangunan wilayah perkotaan seringkali melen-
ceng dari rencana aslinya, karena banyaknya pemukiman penduduk 
yang mendadak bertumbuh dengan cepat. Hampir semua destinasi 
wisata yang ada di perkotaan tak lagi mengandalkan kondisi geografis 
maupun budaya, tetapi harus mengandalkan buatan manusia (artifisial) 
seperti museum, kebun binatang, taman-taman kota, gedung 
pertunjukan, mall, dan lain-lain. 

Surabaya ialah satu di antara beberapa kota besar di Indonesia 
yang konsep pembangunan kota Surabaya merujuk pada konsep Smart 
City. Konsep Smart City ialah konsep pembangunan kota yang 
menekankan penggunaan teknologi komputasi cerdas guna mela-
kukan integrasi atas bermacam-macam komponen penting dari infra-
struktur serta pelayananan kota. Smart City mempunyai 6 komponen 
sebagai bahan identifikasi yakni, smart government, smart economy, smart 
environment, smart living, smart people, serta smart mobility. Smart City ialah 
satu di antara beberapa strategi pembangunan serta manajemen kota 
yang masih baru. Konsep berikut hadir serta mengalami perkem-
bangan selaras bersama berkembangnya teknologi serta zaman. Smart 
City dimaknai selaku kota yang sanggup memanfaatkan sumber daya 
manusia, modal sosial, serta infrastruktur telekomunikasi modern 
guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memiliki kelanjutan 
serta kualitas hidup yang tinggi, melalui manajemen sumber daya yang 
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bijaksana oleh pemerintahan dengan basis partisipasi masyarakat 
(Caragliu et., al., dalam Schaffers, 2010).  Schaffers (2010) juga 
menyebutkan bahwa Smart City terjadi apabila pemerintahnya 
berinvestasi untuk SDM, modal sosial, infrastruktur sistem komuni-
kasi tradisional serta modern, karena hal itu dapat memberikan 
peningkatan pada pertumbuhan ekonomi yang memiliki kelanjutan 
serta hidup yang memiliki kualitas yang baik melalui cara mengelola 
Sumber Daya Alam yang baik pula. Smart City itu sendiri menurut 
Cohen (2012) dapat dibagi dalam 6 dimensi, yakni: (1) Smart economy; 
(2) Smart mobility; (3) Smart environment; (4) Smart people; (5) Smart 
living; serta (6) Smart governance. 

Dalam implementasinya, Surabaya menggandeng media-media 
seperti Jawa Pos (media cetak terbesar di Jawa Timur) sebagai media 
partner. Dengan menggunakan media massa, kampanye pem-
bangunan kota cepat ditangkap oleh masyarakat. Pembangunan yang 
dilaksanakan Pemkot Surabaya tidak hanya pada sebuah bidang, akan 
tetapi pada banyak bidang. Salah satu dimensi yang ditekankan 
Surabaya dalam membangun Smart City adalah program Smart 
Environment (lingkungan cerdas). 

Kelurahan Medokan Semampir, salah satu kelurahan di bagian 
timur kota Surabaya, merupakan pemukiman penduduk yang hete-
rogen, banyak pendatang dan tidak punya modal geografis yang 
spesial. Kondisinya mirip dengan kelurahan-kelurahan lain di kota 
Surabaya. Istimewanya, pengurus kampung berhasil meyakinkan 
penduduk untuk memanfaatkan lahan hijau fasilitas umum di 
lingkungan masing-masing, untuk ditanami secara seragam sesuai 
dengan perencanaan pengurus. Tidak semua rencana berjalan mulus, 
tetapi secara garis besar mereka berhasil melaksanakan penghijauan 
dengan tanaman-tanaman tertentu. Karena sudah direncanakan itu 
pulalah, maka Kelurahan Medokan Semampir berhasil menjuarai 
lomba lingkungan se wilayah kota Surabaya. Beberapa penghargaan 
telah berhasil dimenangkan, dan itu menjadi modal awal bagi 
pengurus kampung beserta penduduk untuk mengembangkan apa 
yang telah dimulai itu, menjadi destinasi wisata. 

Ternyata membangun destinasi wisata dan mendatangkan 
wisatawan ke kampung mereka tidaklah semudah membalik telapak 
tangan. Dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas serta bekerja sama antar 



 

 PERSEMBAHAN UNITOMO UNTUK NEGERI           103 
 

masyarakat serta pihak-pihak lain yang terkait, terutama dari Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  serta dari Perguruan Tinggi. 
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi terutama untuk materi-materi 
bahasan seperti pemahaman lanscape dan tata ruang, pemasaran, 
branding, serta tata kelola kelembagaan terutama manajemen Sumber 
Daya Manusia. 

Pelatihan kali ini dilakukan dalam rangka mendorong peman-
faatan media digital untuk memasarkan dan mengkomunikasikan 
brand destinasi wisata yang sedang dibangun. Pelatihan juga dilakukan 
untuk mengenalkan tata kelola kelembagaan usaha, sesuai dengan 
kaidah hukum yang berlaku. 

 
2. KAJIAN TEORI 
2.1. Tata Kelola Kelembagaan Badan Usaha Pariwisata 

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan 
bahwasanya tujuan pembangunan kepariwisataan adalah (1) mem-
berikan peningkatan akan pertumbuhan ekonomi, (2) memberikan 
peningkatan akan kesejahteraan rakyat, (3) melakukan penghapusan 
akan kemiskinan, (4) menjadi solusi akan pengangguran, (5) mela-
kukan pelestarian alam, lingkungan, serta sumber daya, (6) men-
jadikan maju sebuah kebudayaan, (7) memberikan citra bangsa yang 
lebih baik, (8) meneguhkan rasa cinta tanah air, (9) memperkokoh jati 
diri serta persatuan bangsa, dan (10) memberikan hubungan 
persahabatan antar bangsa.  

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan 
industri pariwisata menjadi leading sector untuk peningkatan kesejah-
teraan masyarakat. Industri pariwisata merupakan sekumpulan bidang 
usaha yang memberikan output bermacam-macam barang serta jasa 
yang diperlukan oleh mereka yang melaksanakan perjalanan wisata. 
Perkembangan industri pariwisata pada akhirnya melahirkan banyak 
dibukanya destinasi-destinasi baru. Destinasi wisata merupakan satu 
kesatuan wilayah geografis, yang di dalamnya ada bermacam-macam 
daya tarik wisata, fasilitas wisata dan juga kemudahan guna mem-
peroleh akses menuju wilayah itu sendiri hingga bisa dicapai oleh 
turis. (Merta, 2019). Destinasi wisata ialah satu di antara beberapa 
elemen yang terpenting dalam industri pariwisata dikarenakan 
destinasi wisata merupakan alasan masyarakat melaksanakan per-
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jalanan wisata dan produk wisata terdapat padanya kemudian menjadi 
daya tarik kunjungan wisatawan (Cooper, et. al., 2008). 

Destinasi wisata yang menarik tidak akan bertahan lama dan 
berkembang menjadi elemen industri pariwisata jika tidak dikelola 
dengan baik. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisa-
taan, maka kawasan wisata yang ada harus dikelola dengan baik. Ada 
langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar sebuah destinasi 
bisa dimaksimalkan menjadi bagian dari industri pariwisata, yakni (1) 
Penguatan Stakeholder, (2) Penguatan Kelembagaan/Pengelolaan, (3) 
Penguatan Komunikasi dan Pemasaran, (4) Penguatan Dampak 
(Ekologis, Sosial-Budaya, Ekonomis), (5) Penguatan Bisnis, (6) 
Penguatan SDM, (7) Penguatan jejaring dan konektivitas, dan (8) 
Penguatan Pelayanan. 

Kelembagaan yang kuat akan sangat membantu dalam mewu-
judkan pengelolaan industri kepariwisataan. Maka dari itu, diperlukan 
sebuah Badan Usaha yang baik yang siap mengelola. 

Badan usaha merupakan kesatuan dari sekelompok individu 
ataupun modal yang mempunyai kegiatan yang berfokus di bidang 
perdagangan ataupun bidang usaha yang lain yang memiliki tujuan 
memperoleh untung/laba. Karakteristik badan usaha yang dapat 
menjadi subyek badan hukum ialah (1) Memiliki kekayaan yang 
melaksanakan kegiatan pada badan hukum, (2) Memiliki hak serta 
kewajiban yang terpisah dari individu yang melaksanakam badan 
hukum, (3) Terdaftar menjadi badan hukum, (4) Cakap ketika melak-
sanakan perbuatan hukum, dan (5) Memiliki akte notaris saat 
mendirikannya. 

Untuk para pelaku usaha yang hendak menciptakan suatu usaha, 
termasuk juga usaha pariwisata, penting untuk membandingkan dua 
jenis badan usaha yaitu: 
a. Badan usaha berbadan hukum 

Badan usaha yang memiliki badan hukum ialah badan usaha yang 
memberikan pemisahan pada harta kekayaan usaha dengan harta 
kekayaan pribadi. Jika badan usaha melakukan pemisahan pada 
harta kekayaan usaha dengan harta kekayaan pribadi apabila 
suatu saat terdapat sebuah konflik hukum, badan usaha hanyalah 
dapat dilakukan penuntutannya ataupun dimintakan ganti rugi 
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hanya sampai sebatas harta kekayaan badan usaha tersebut serta 
tak mencakup harta pribadi/pendirinya.  
Dengan memiliki Badan Usaha yang berbadan Hukum, kele-
bihannya adalah: Badan usaha yang berbadan hukum mendapat-
kan kekayaan pribadi, misalnya modal serta asset Perseroan 
Terbatas (PT) memiliki sifat eksekutif  dikarenakan dilakukan 
pengesahannya oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham), yang menjadikan nama PT juga diberikan 
perlindungan serta hanya terdapat satu nama seIndonesia. Badan 
usaha berbadan hukum dapat lebih mandiri melalui kemungkinan 
otomatisasi pada perihal pembiayaan, kekayaan intelektual, dan 
juga pelaksanaan waralaba/franchise. 
Kelemahan badan usaha yang berbadan hukum, jika pengusaha 
mempunyai modal yang tidak banyak, karena tak mudah 
membentuk badan usaha, utamanya yang berbadan hukum, 
karena pada beberapa undang-undang mengatur dengan limitatif  
jumlah modal (dana) yang hendaknya dipersiapkan guna 
membentuk badan usaha. Berdasarkan hal tersebut, dibentuknya 
badan usaha yang berbadan hukum umumnya bagi pengusaha 
pada skala menengah ataupun atas.  Beberapa badan usaha yang 
berbadan hukum, ialah: (1) Perseroan Terbatas (PT), (2) Yayasan, 
(3) Koperasi, (4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan (5) 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

b. Badan usaha tidak berbadan hukum 
Badan usaha yang tak berbadan hukum ialah badan usaha yang 
tak mempunyai badan hukum dan tidak membedakan secara 
tegas pada harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan 
usaha. Tidak adanya pembedakan harta kekayaan, maka ketika 
terdapat konflik, badan usaha dapat dituntut atau diminta meng-
ganti rugi tidak terbatas harta kekayaan badan usaha tersebut, 
namun juga mencakup harta pribadi pendiri/pemiliknya. 
Keuntungan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum ialah 
tak ada peraturan mengenai jumlah modal yang wajib dipenuhi 
ketika akan menciptakan sebuah aktivitas usaha. Kemudian, biaya 
jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak 
berbadan hukum lebih sedikit dibandingkan badan usaha yang 
berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum pada 
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umumnya diciptakan guna oleh pengusaha-pengusaha yang 
melaksanakan aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM).  Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, 
yakni: (1) CV (Persekutuan Komanditer). (2) Firma, dan (3) 
Persekutuan Perdata. 
Selain bentuk badan usaha tersebut, juga terdapat Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes). UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 
1 angka 6 menjelaskan bahwasanya BUMDes, ialah badan usaha yang 
secara keseluruhan ataupun sebagian besar modalnya menjadi milik 
Desa dengan penyertaan secara langsung yang bersumber dari 
kekayaan Desa yang dilakukan pemisahannya untuk melakukan 
pengelolaan asset, jasa pelayanan, serta usaha yang lain guna secara 
maksimal menyejahterakan masyarakatnya. 

BUMDes merupakan usaha desa yang dilakukan pengelolaannya 
oleh Pemerintah Desa, serta harus berbadan hukum. Pembentukan 
BUMDes disesuaikan pada potensi serta kebutuhan Desa. Pemben-
tukan BUMDes dilakukan penetapannya melalui Peraturan Desa. Ini 
sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
serta sesuai pula dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, serta Peraturan Pelaksana lainnya. Pasal 231 ayat (1) UU 
32 tahun 2004 mengatur bahwasanya Desa dapat menciptakan 
BUMDes yang sesuai dengan keunggulan atau potensi desanya.  

Senada dengan pemerintah desa, maka pemerintah Kelurahan 
yang terdapat pada wilayah perkotaan juga berupa lembaga yang 
identik dengan Desa. Karena itu Undang Undang Desa dapat dijadi-
kan inspirasi bagi pemerintah kelurahan di kota untuk membentuk 
Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel) dengan tetap menyesuaikan 
dan mengacu pada peraturan yang berlaku bagi wilayah kelurahan. 
Terbentuknya BUMKel, akan dapat membangun sistem perangkat 
EGRI atau Ekonomi Gotong Royong Indonesia atau EGRI skala 
kelurahan perkotaan yang fungsinya ikut memberdayakan pemerataan 
hasil pembangunan demi EKRI atau Ekonomi Kesejahteraan Rakyat 
Indonesia di perkotaan. Hal ini sesuai dengan politik pengentasan 
kemiskinan warga kota prasejahtera (Panji, 2014).  

Terkait dengan usaha pariwisata, pemerintah kelurahan dapat 
menggunakan BUMKel sebagai pengelolanya, tetapi bisa juga diserah-
kan kepada kelompok masyarakat di bawah koordinator pemerintahan 
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tingkat RW atau RT. Senyampang kelompok masyarakat itu memiliki 
tata aturan (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disingkat 
AD/ART, maka kelompok masyarakat itu bisa mengelola usaha 
pariwisata di wilayahnya, dengan mempertimbangkan bentuk kelem-
bagaan badan usahanya, apakah ingin berbadan hukum atau tidak.  
 
2.2.  Branding Kawasan Wisata 

Satu di antara beberapa entitas yang penting guna melakukan 
pemasaran ialah wilayah yang mencakup Negara, kota, wilayah atau 
keseluruhan bangsa guna mendapatkan perhatian dari wisatawan, 
bisnis, serta bahkan penduduk baru (Kotler dan Keller, 2009). Satu di 
antara beberapa upaya yang biasa dilakukan dalam memasarkan 
tempat tersebut adalah dengan melakukan upaya membangun merk 
(strategi branding). Pada aspek pemasaran, strategi branding ialah 
langkah yang dilaksanakan guna memberi ciri khas (value) yang 
menyebabkan dapat dipakai untuk membedakan suatu tempat dengan 
tempat lain yang merupakan kompetitornya. Strategi branding 
sekarang tak hanya bisa dilakukan penerapannya di produk-produk 
tangible saja, tetapi juga bisa dipakai untuk membangun kawasan dan 
destinasi wisata. 

Dalam hal branding destinasi wisata, pembangunan brandin 
harus disesuaikan dengan segmenting, targeting dan positioning (STP) 
destinasi itu sendiri. Pasar pariwisata merupakan sesuatu yang hete-
rogen sehingga pelaku bisnis dalam industri pariwisata harus fokus 
dalam memasarkan produk pariwisata yang mempu memberikan nilai 
tertentu (spesifik) bagi wisatawan dan calon wisatawan. Memenuhi 
keinginan dan kebutuhan yang spesifik akan relatif  lebih mudah 
dibandingkan dengan memenuhi ekspektasi wisatawan yang luas 
beragam.  

Menurut Widokarti et all (2019), terdapat 7 pendekatan yang bisa 
dipakai guna melaksanakan positioning dalam industri pariwisata. 
Ketujuh pendekatan ini menjadi dasar membangun branding destinasi 
wisata tersebut, yakni (1) derajat kepentingan, (2) keunikan, (3) 
superioritas, (4) komunikatif, (5) tidak mudah ditiru, (6) terjangkau, 
dan (7) kemampuan mendatangkan profit atau keuntungan. Proses 
STP akan menjadi pertimbangan utama dalam membranding sebuah 
destinasi wisata.   
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2.3. Pemasaran Digital  
Destinasi yang menarik dan tata kelola destinasi yang baik tidak 

berarti apa-apa jika tidak dipasarkan. Pemasaran diperlukan agar 
masyarakat luas tahu bahwa ada sebuah destinasi wisata yang layak 
untuk dikunjungi. Persaingan di industri pariwisata yang ketat 
memaksa pengelola destinasi untuk bisa menjual keunikan dan daya 
tarik khusus yang mampu menarik minat berkunjung sekaligus 
memenangkan persaingan. Karena itu, sebuah destinasi harus punya 
positioning dan unique selling point agar bisa menarik minat 
pengunjung. 

Memasarkan produk pariwisata, baik itu destinasi, atraksi, dan 
layanan pariwisata lainnya tidak sama dengan memasarkan barang 
yang bisa dipindahkan secara fisik. Produk pariwisata menyangkut 
emosi, pengalaman dan kepuasan pengunjung, karena itu memasar-
kannya pun harus dengan berbagai cara agar menyentuh emosi calon 
pengunjung (Utama, 2017). 

Teknologi informasi sangat membantu dalam memasarkan pari-
wisata, karena memungkinkan membawa produk ke calon pembeli 
dalam bentuk audio, visual dan audio visual. Media sosial menjadi 
sarana ampuh nomer satu untuk memasarkan destinasi wisata, dan itu 
telah terbukti dengan banyaknya pengunjung ke destinasi-destinasi 
wisata yang mendadak viral karena postingan di media sosial. Karena 
itu, memasarkan destinasi wisata saat ini lebih banyak dilakukan 
dengan menggunakan pemasaran digital daripada konvensional.  

Pemasaran digital atau digital marketing ialah aktivitas marketing 
yang tergolong pada branding yang memakai bermacam-macam 
platform media yang memiliki basis internet (Wardhana, 2015). 
Banyak platform yang bisa dipakai, diantaranya adalah website, blog, 
iklan-iklan pada portal berita online dan tentu saja media sosial. Media 
sosial yang bisa digunakan untuk pemasaran digital dan memberikan 
layanan bisnis pun bermacam-macam seperti facebook, instagram, 
youtube, dan yang terbaru adalah tiktok.  

Penggunaan internet dan media sosial di Indonesia kerap 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Itu berarti meningkatkan 
jangkauan penetrasi pasar, bila kita memasarkan produk melalui 
platform digital.  Dengan kelebihannya (cepat dan tersebar luas), 
pemasaran digital diyakini membawa dampak positif  pada pemasaran 
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pariwisata. Peningkatan penggunaan internet dan media sosial di 
Indonesia sampai Januari 2020, nampak dalam gambar 1. 

 
Gambar 1. Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia 

(Sumber: we are social, Indonesian Digital Report 2020) 

 
Sampai dengan Januari 2020, jumlah penduduk Indonesia 

sebanyak 272,1 juta jiwa, dan pengguna telpon seluler sebanyak 338,3 
juta. Itu berarti ada banyak penduduk Indonesia yang memiliki lebih 
dari satu telpon seluler. Sementara pengguna media sosial aktif  
sebanyak 160 juta jiwa, dan platform media sosial yang banyak dipakai 
di Indonesia nampak sebagai berikut: 
 

 
Gambar 2. Pengguna Media Sosial Aktif 

Sumber: we are social, Indonesian Digital Report 2020 



 

110        ASPEK ILMU ADMINISTRASI 

5 (lima) media sosial teratas yang terbanyak dipakai di Indonesia 
ialah YouTube, Whatsapp, Facebook, Instagram serta Twitter. Di sisi lain, 
Tiktok juga mulai dipakai sebanyak 25% dari jumlah penduduk 
Indonesia, meskipun Tiktok ada di urutan 13 dari media sosial yang 
dipakai di Indonesia. Jadi jangkauan media sosial untuk memasarkan 
produk pariwisata sungguh luas. 

Ada beberapa keuntungan penggunaan media sosial untuk 
pemasaran, yakni (1) metode yang mudah guna mencari tahu lebih 
banyak tentang pelanggan, (2) memberikan bantuan untuk mencari 
target pelanggan yang lebih efektif, (3) memberikan bantuan untuk 
mendapat pelanggan baru serta meluaskan target pasar, (4) mem-
berikan kemudahan dan memberi feedback dengan langsung, (5) 
memberikan pengembangan target pasar serta selangkah lebih maju 
dari kompetitor, (6) memberikan bantuan guna memperoleh pening-
katan pengunjung website serta ranking dalam search engine, (7) 
membagikan informasi dengan lebih cepat, (8) memberikan bantuan 
pada pelanggan untuk menemukan bisnis, (9) lebih dekat (proximity) 
pada calon konsumen, dan (10) memberikan peningkatan pada brand 
awareness serta promosi dengan biaya minim. (Hardy, 2010) 

YouTube, media sosial nomer satu yang paling banyak digunakan, 
saat ini menjadi mesin pencari (search engine machine) paling besar 
nomor dua sesudah Google. Itu maknanya, masyarakat selalu mencari 
informasi memakai YouTube serta menemui video yang berhubungan 
pada topik yang dicari.  

YouTube juga melakukan penggabungan akan fitur yang 
memberikan kemungkinan atas bisnis (apapun itu) guna dipromosikan 
lewat video yang dibuat pada penonton video tersebut yang mungkin 
memiliki ketertarikan akan bisnis itu sendiri, melalui algoritma 
YouTube dan memberikan target konsumen dengan demografi, topik 
ataupun minat. Pengiklan hanya akan melakukan pembayaran pada 
tiap video yang ditonton orang. YouTube Ads memungkinkan peng-
guna dapat memilih lokasi iklan akan muncul dan bagaimana 
formatnya. 

Facebook juga menyediakan fitur untuk beriklan dan menawarkan 
jualan (Facebook Ads). Dengan biaya beriklan yang relatif  murah, target 
audiens yang bisa dilakukan pengaturannya seiring dengan keperluan 
(Gangadharbatla, 2008), sifat audiens yang aktif  menjadikan 
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Facebook alternatif  media beriklan yang dipandang praktis serta 
efisien (Lasmadiarta, 2010). Keunggulan lain Facebook Ads adalah 
kemudahan dalam perancangan dan pengawasan. Pengiklan bisa 
secara mudah melakukan pengawasan serta penilaian apa iklan yang 
dibuat menghasilkan dengan baik ataupun tak sesuai harapannya. 
Pengiklan juga bisa langsung berinteraksi dengan calon pembeli 
melalui kolom komentar. Facebook merupakan situs jejaring sosial 
(media sosial) yang memberikan kemungkinan kepada para pengguna 
facebook guna bisa melakukan interaksi satu dengan yang lain dengan 
tidak memperdulikan waktu ataupun jarak dan dapat melakukan 
jangkauan masyarakat yang amat luas. Perihal ini menjadikan produk 
yang dilakukan pemasarannya bisa diketahui dengan masyarakat yang 
lebih luas juga.  

Instagram juga memberi peluang membuat iklan yang lebih 
prospektif  dengan fitur Instagram Ads. Konten berbayar ini dapat 
menjangkau target audiens dengan target yang spesifik secara lebih 
luas. Menurut dewaweb.com, 60% pengguna instagram menyatakan 
mereka menemukan banyak produk baru dari platform instagram Ads 
dan 75% terinspirasi untuk melakukan sesuatu (action) setelah melihat 
post di instagram. Beberapa fitur instagram yang bisa dimanfaatkan 
untuk keperluan beriklan antara lain hastag insight, ALT Text, 
Shoppable Posts, Instagram Story Interface (Gift, Quiz, Polls, Votes), Q&A 
Instagram Live, dan Activity Status (reselindo.com). 

Platform terbaru yang mengeluarkan media beriklan adalah 
Tiktok For Bussiness. Ini merupakan cara baru untuk membantu 
mengenalkan brand dan produk dengan kreatif  dan menarik. Ada 
sejumlah tools di Tiktok yang bisa dipakai untuk berinteraksi dengan 
calon pembeli. Menurut Listiyani (2020) beberapa manfaat yang di 
dapat ketika menggunakan tiktok untuk mengiklankan produk adalah 
(1) bisa menceritakan kisah dan brand dengan kreatif  dan menghibur, 
(2) ada banyak peluang berkreasi dengan musik, efek suraa, voice 
over, reaksi, dance, dan lain-lain, (3) komunitas inklusif  dan partisi-
patif, (4) Tiktok adalah platform yang memungkinkan membentuk 
dan melahirkan budaya populer, (5) fiturnya memenuhi kebutuhan 
pemasaran, menyampaikan informasi dengan mudah, video tampil 
dalam format layar penuh dan muncul secara autentik dengan 
pengalaman pengguna.  
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3. METODE PELAKSANAAN 
Pelaksanaan pengabdian masyarakat kali ini dibagi menjadi 3 

(tahapan). Tahap pertama adalah mengikutsertakan sebagian pengurus 
Kelompok Wanita Tani (KWT), kelompok masyarakat yang 
mempelopori pembukaan destinasi wisata ini, ke pelatihan pemasaran 
digital. Tahap ke dua adalah melaksanakan pelatihan online lewat 
aplikasi zoom meeting, dan tahap ke tiga adalah diskusi tatap muka.  

Ada yang spesial pada pelaksanaan pengabdian masyarakat tahun 
ini, karena pada tahun ini pula pandemi COVID-19 melanda seluruh 
dunia. Pandemi ini kemudian melahirkan kebijakan dari seluruh 
pemerintahan di dunia (bukan cuma di Indonesia) untuk melakukan 
pembatasan pergerakan manusia. Di Indonesia, pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB) dimulai sejak bulan Maret 2020 dan baru 
terjadi pelonggaran pada bulan Juli 2020. Karenanya, Maret-Juli tidak 
satupun kegiatan lapangan bisa dilaksanakan. Kalaupun ada kegiatan, 
semua harus menggunakan media berbasis internet alias online. 
Karena itu, diadakanlah edukasi mengenai branding, pemasaran 
digital dan tata kelola kelembagaan ini secara online.  

Meski demikian, sesuai dengan komitmen awal dengan mitra, 
pada bulan September dilaksanakanlah pertemuan tatap muka sekali-
gus pelatihan membangun brand dan pelatihan tata kelola kelem-
bagaan. Secara singkat, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini 
nampak dalam tabel berikut: 
 

Tabel 1. Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat 

Waktu Materi Tempat Sifat  
Perte- 
Muan 

Jml 
Peserta 
(org) 

Keterangan 

Feb 
2020 

Survei dan 
Koordinasi 
dengan 
pengurus 
kampung 
wisata  

Kelurahan 
Medokan 
Semampir 

Offline 7 Bertemu dengan 
para penggiat 
kampung wisata. 
Mencari data 
lapangan dan 
identifikasi 
permasalahan 

Maret 
2020 

Peningkatan 
Kualitas 
Digital 
Marketing 

Spazio 
Tower 
Surabaya 

Offline 4 Pelatihan 
bersama dengan 
penggiat 
kampung wisata 
dari kelurahan 
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lain  

Juni 
2020 

Tata kelola 
kelembagaan 
destinasi 
wisata 

Zoom meeting Online 10 Dilaksanakan 
dalam masa 
pandemi 
COVID-19. 
Meskipun tidak 
bisa bertemu 
secara langsung, 
tapi pelatihan 
dan edukasi ini 
tetap bisa 
terlaksana 
dengan 
menggunakan 
aplikasi zoom 
meeting  

Sept 
2020 

Membangun 
branding  

Taman 
hidroponik 
Semampir 
Kelurahan 
Surabaya 

Offline 15 Tatap muka 
dilaksanakan 
dengan 
melaksanakan 
protokol 
kesehatan secara 
ketat, phisical 
distancing, 
bermasker, dan 
handsanitizer 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Awalnya Medokan Semampir sebuah kelurahan yang meman-
faatkan lahan-lahan fasilitas umum sebagai lahan pertanian 
hidroponik oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). Di samping itu, 
mereka mulai menata pohon pelindung sehingga tanaman 
penghijauan di sepanjang daerah hunian pun diseragamkan di masing-
masing gang. Ada gang buah-buahan, gang sayur-sayuran dan bahkan 
ada gang yang penghuninya punya produk olahan makanan rumahan. 
Karena kerapiannya, Medokan Semampir kemudian memenangkan 
ajang lomba kebersihan dan potensi kampung yang diselenggarakan 
pemerintah kota Surabaya. Karena prestasinya itu, daerah mereka 
sering didatangi orang untuk sekedar melihat kerapian kampung 
maupun tamu-tamu yang datang dari luar daerah untuk studi banding. 
Pengurus kampung kemudian berinisiatif  untuk memanfaatkan tamu 
dan pengunjung itu agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan 
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masyarakatnya. Karena itu, mereka kemudian mulai membranding 
daerahnya menjadi sebuah destinasi wisata.  

Di awal pengumpulan data, tim pengabdian masyarakat 
Universitas Dr. Soetomo menemukan beberapa permasalahan yang 
berkaitan dengan tata kelola kepengurusan jika pihak mitra ingin 
benar-benar membangun destinasi wisata secara profesional. Masalah 
yang kedua berkaitan dengan destinasi wisata yang bagaimanakah 
yang ingin mereka jual, dan bagaimana pemasarannya. Karena itu, ada 
tiga masalah utama pada mitra, yaitu (1) belum ada sistem tata kelola 
kelembagaan, (2) belum melakukan branding kawasan wisata, (3) 
belum pernah melakukan pemasaran dengan media digital.   

Ketiga permasalahan itulah yang coba dipecahkan oleh Tim 
Pengabdian Masyarakat Universitas Dr Soetomo dengan memberikan 
pelatihan dan edukasi. Memang bukan program pendampingan yang 
ditawarkan, karena pihak mitra sendiri masih belum menemukan 
formula yang pas dalam membangun destinasi wisatanya. Itulah 
sebabnya pelatihan dan edukasi diperlukan guna menambah wawasan 
dan pengetahuan para pengurus pemerintahan kelurahan. 

Selanjutnya, solusi yang sudah disepakati dilaksanakan untuk 
mengurai permasalahan yang dihadapi mitra.  Menariknya ada satu 
sesi pelatihan yang pesertanya bukan hanya mitra, tetapi juga UMKM-
UMKM yang ikut belajar bersama karena dirasa materinya menarik 
minat mereka, yakni peningkatan kualitas digital marketing.   

Rencana semula, pelaksanaan semua pelatihan dan edukasi ini 
dilakukan secara tatap muka. Tetapi di tengah perjalanan, mulai Maret 
2020 pandemi melanda seluruh dunia dan karenanya muncul 
kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat oleh pemerintah. 
Karena itu, tim pengabdian masyarakat dan mitra sepakat untuk 
melaksanakan pelatihan dan edukasinya secara daring. Setelah ada 
kelonggaran kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat, barulah 
melanjutkan pelaksanaan pelatihan dan edukasi ini secara tatap muka, 
dengan protokol kesehatan yang ketat. 

Jika digambarkan dalam tabel, maka kesepakatan yang disetujui 
oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Dr. Soetomo dengan 
mitra ini terlihat sebagai berikut: 
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Tabel 2.  Permasalahan Yang Dihadapi Mitra Dan Solusi Yang Disepakati 

No Permasalahan 
 

Solusi Yang Disepakati 

Bidang Tata Kelola Kelembagaan  

1 Bagaimana kepengurusan 
sebuah usaha bersama 
tentang kampung wisata? 

 Edukasi tentang lembaga/badan hukum 
yang bisa dipakai untuk menaungi 
kepengurusan usaha kampung wisata.  

 Edukasi tentang tata kelola kelembagaan 
pengurus kampung wisata 

2 Bagaimana pengelolaan 
manajemen usaha kampung 
wisata?  

Pelatihan manajemen usaha kampung 
wisata  melalui: 

 perencanaan program  

 penyusunan program 

 pengupayaan program 

 pengawasan program 

Bidang Branding 

3 Bagaimana membangun 
brand dan branding destinasi 
kampung wisata di 
perkotaan? 

Edukasi tentang membangun branding 
destinasi wisata yang meliputi: 

 Penentuan nama brand  

 Penentuan branding yang tepat untuk 
mitra. 

Bidang Pemasaran 

4 Bagaimana melakukan 
pemasaran digital untuk 
memasarkan sebuah 
kampung wisata? 

Pelatihan digital marketing yang meliputi: 

 Pembuatan akun bisnis di media sosial: 
facebook, instagram, tik tok 

 Pengenalan pemanfaatan influencer, serta 
fitur di aplikasi media sosial seperti di 
Instagram (hastag, top post, ALT Text, 
Shoppable Post, Instagram Story Interface - 
Gift, Quiz, Polls, Votes, dan lain-lain), fitur 
di Facebook Ads dan Tiktok for Bussiness 

  
Pelaksanaan pelatihan dan edukasi berjalan lebih panjang dari 

waktu yang ditentukan, karena diskusi-diskusi memakan waktu yang 
panjang pula. Antusiasme dan keingintahuan mitra menjadi alasan 
mengapa waktu yang diperlukan untuk diskusi selalu lebih panjang 
dari yang telah ditentukan. Dengan diskusi yang panjang, solusi 
permasalahan mitra pun tercapai. Capaian solusi permasalahan mitra 
itu nampak dalam tabel berikut: 
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Tabel 3. Capaian Solusi Permasalahan Mitra 

No Capaian Keterangan 

Bidang Tata Kelola Kelembagaan 

1  Terbentuknya susunan 
pengurus / pengelola 
organisasi kampung 
wisata. 

 Merencanakan untuk 
mendaftarkan badan 
usaha kampung wisata 
menjadi legal dan  
berbadan hukum  

 Sebelumnya belum  memahami bahwa 
kepengurusan kampung wisata adalah 
sebuah badan usaha 

 Ada kemauan untuk menjadikan badan 
usaha kampungwisata itu berbadan 
hukum, dan memenuhi persyaratan legal 
formal. 

2  Peningkatan 
pengetahuan tentang 
manajemen usaha 
kampung wisata 

 Peningkatan pengetahuan 
manajemen SDM dalam 
pengelolaan kampung 
wisata 

 Adanya kemauan mitra untuk 
memperbaiki kinerja manajemen usaha 
dalam mengelola kampung wisata, 
menuju manajemen yang profesional. 

 Merencanakan untuk kepengurusan 
dengan jobdisription yang jelas 

Bidang Branding 
 

3  Peningkatan 
pengetahuan tentang 
bagaimana membangun 
branding kawasan, 
khususnya untuk 
destinasi wisata 

 Penentuan nama brand 
dan target marketnya 

 Penentuan brand destinasi, dan 
disepakati brand yang dipakai adalah 
KAMPUNG WISATA 
LINGKUNGAN ‘MESEM’.  

 Mesem sebetulnya singkatan dari nama 
kelurahannya yakni MEdokan 
SEMampir, tetapi dalam bahasa Jawa, 
Mesem juga berarti tersenyum. 

 Disebut Kampung Wisata Ling-kungan 
karena wilayah ini menjual lingkungan 
lingkungan padat penduduk yang asri 
tanaman yang bertema di setiap gang 
dalam wilayah tersebut. Sebutan 
kampung wisata lingkungan juga 
menjadi pembeda dengan kampung-
kampung wisata lain yang ada di kota 
Surabaya. 

 Target marketnya adalah murid-murid 
Paud, TK dan SD kelas 1, karena 
Kampung Wisata Lingkungan MESEM 
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ini diharapka menjadi bagian dari 
pembelajaran akan lingkungan bagi para 
siswa.  

Bidang Pemasaran 
 

4  Edukasi pembuatan 
Akun Bisnis di  Media 
Sosial  

 Edukasi pemanfaatan 
influencer, serta fitur di 
aplikasi media sosial 
seperti di Instagram 
(hastag, top post, ALT 
Text, Shoppable Post, 
Instagram Story Interface - 
Gift, Quiz, Polls, Votes, 
dll), fitur di Facebook Ads 
dan Tiktok for Bussiness 
 

 Sudah membuat akun bisnis yaitu (1) 
facebook: kampungwisatamesem, (2) 
instagram : @kampungwisatamesem 

 Peningkatan pengetahuan tentang cara 
menggunakan fitur-fitur yang ada pada 
masing-masing aplikasi media sosial, 
yakni facebook dan instagram.  

 
Setelah program pelatihan dan edukasi ini, maka diharapkan 

mitra bisa menindaklanjuti dengan (1) menjalankan manajemen usaha 
secara profesional, (2) melakukan pemeliharaan destinasi Wisata, (3) 
memelihara lingkungan agar tetep bersih, rapi, indah, (4) menjalankan 
tata kelola kelembagaan kampung wisata sesuai tugas dan 
kewajibannya, (5) melakukan branding kampung wisata dan mulai  
menjalankan pemasaran digital, (6) Mengenalkan Kampung Wisata ke 
target pasar dengan cara bekerjasama  dengan sekolah-sekolah PAUD 
(Pendidikan Anak Usia Dini ) dan SD (Sekolah Dasar) yang 
berdomisili di sekitar Medokan Semampir, dan (7) Menggalakkan 
UKM untuk mendukung varian produksi pariwisata di kampung 
wisata.  

Meskipun begitu, mitra masih merasakan ada yang kurang dari 
pelaksanaan program ini. Diantaranya adalah perlunya pendampingan 
dalam hal lanscape dan teknik lingkungan. Hal itu diperlukan agar 
taman-taman dan pepohonan yang sudah ada menjadi nampak cantik 
dan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan. Selain itu, kerjasama 
dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Permatusan 
Jalan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya juga 
harus dilakukan. 
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5. KESIMPULAN  

Meskipun termasuk kota besar, tetapi Surabaya tetap memelihara 
keberadaan kampung-kampung di dalamnya, sehingga hampir semua 
kelurahan di Surabaya memiliki kampung-kampung wisata dengan 
branding yang berbeda-beda. Persaingan antar kampung wisata di 
kota Surabaya sendiri maupun dengan kampung wisata dari daerah 
lain memaksa pengelola destinasi wisata untuk belajar cepat, baik 
dalam hal profesionalisme pengelolaan, pemeliharaan destinasi, 
pelayanan wisata dan pemasaran destinasi wisata. 

Tetapi itu bukan masalah yang sulit dipecahkan. Perguruan 
Tinggi dengan Tridharmanya akan membantu masyarakat untuk 
mengatasi hal tersebut. Kerjasama antara masyarakat dengan 
Perguruan Tinggi menguntungkan kedua belah pihak. Simbiosis 
mutualisme ini diperlukan agar program peningkatan kesejahteraan 
masyarakat bisa cepat tercapai. 

Pelatihan dan edukasi yang dilakukan Tim Pengabdian 
Masyarakat Universitas Dr. Soetomo ini bisa diteruskan ke beberapa 
sektor dan wilayah lainnya. Semoga bisa melahirkan kampung wisata-
kampung wisata lain di wilayah yang lain pula. 
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1. PENDAHULUAN  

Desa Wonosari yang terletak di Kecamatan Ngoro Kabupaten 
Mojokerto mempunyai ketinggian rata rata 200 m di atas permukaan 
laut. Desa Wonosari  berbatasan dengan Desa Ngoro di sebelah barat, 
Desa Watesnegoro dan Desa Manduro Manggunggajah di sebelah 
timur, Desa Candiharjo di sebelah utara, dan di sebelah selatannya 
adalah Desa Wotanmas Jedong. Desa Wonosari berjarak 1 km dari 
pusat pemerintahan Kecamatan, 28 km dari ibu kota kabupaten, dan 
sekitar 40 km dari Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya . 

  Desa Wonosari mempunyai potensi sebagai destinasi wisata 
dengan potensi alam yaitu kolam tua dengan mata air yang tidak 
pernah kering yang diberi nama Sumber Dhuwur serta memiliki 
tradisi panen ikan setiap tahun di kolam tersebut yang sudah terkenal 
ke luar daerah. Selain itu, Desa Wonosari juga berada di lokasi yang 
dilalui para wisatawan baik wisatawan lokal, nasional maupun manca-
negara dari Yoyakarta menuju Jawa Timur sehingga Desa Wonosari 
harus mengembangkan potensi desa wisatanya yaitu desa wisata Sum-
ber Dhuwur untuk menarik para wisatawan mengunjungi Wonosari. 

Desa wisata Sumber Dhuwur yang menempati tanah Desa 
Wonosari dengan luas area 9.000 m2 dikelilingi oleh tembok pembatas 
dari area persawahan milik masyarakat dan bersebelahan dengan objek 
wisata Candi Brangkal yang terletak di Desa Candiharjo. Wisata 
Sumber Dhuwur yang terdiri atas pepohonan dengan akar seribunya 
dan sebuah kolam bekas peninggalan kerajaan Mojopahit seluas 2000 
M2. Di dalam area desa wisata juga terdapat makam kuno yang 
keberadaanya dipercaya oleh masyarakat setempat sejak sebelum 
kerajaan Mojopahit berdiri, Makam Mbah Sumber ini dianggap 
leluhur masyarakat Wonosari. Desa wisata ini kemudian dikelola oleh 
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desa dengan menugaskan beberapa warga yang mengelolanya secara 
bergantian dari masa ke masa. 

Desa wisata Sumber Dhuwur terkendala dengan kelembagaan 
sehingga desa wisata sumber Dhuwur ini belum membuka diri sebagai 
tempat wisata yang dikelola secara profesional. Oleh karena itu, 
pengembangan kelembagaan sangat urgen untuk segera dilakukan 
sebagaimana dikatakan Vitria Aryani dkk dalam Buku Pedoman Desa 
Wisata bahwa salah satu kelembagaan desa wisata adalah kelompok 
sadar wisata (pokdarwis) (2019, p. 1) 

Pengembangan kelembagaan desawisata dilakukan dengan 
pembentukan pengurus organisasi desa wisata/kelompok sadar wisata 
di desa wsiata Sumber Dhuwur, Desa Wonsari, Kecamatan Ngoro, 
Kabupaten Mojokerto. 

 
2. KAJAN TEORI 
2.1  Desa Wisata 

Pariwisata pedesaan yang sedang menjadi prioritas pemerintah 
dalam penyetaraan ekonomi hingga ke pelosok pedesaan didorong 
oleh tiga faktor. Pertama, wilayah pedesaan yang memiliki potensi 
alam dan topografi yang indah serta budaya yang lebih otentik 
dibanding wilayah perkotaan.  Masyarakat pedesaan cenderung masih 
menjalankan ritual-ritual budaya yang menjadi salah daya tarik. Kedua, 
wilayah pedesaan secara fisik belum tercemar dengan berbagai polusi 
disbanding wilayah perkotaan. Ketiga daerah pedesaan secara eko-
nomi memiliki kemajuan yang lebih lambat dibanding wilayah per-
kotaan, sehingga pemanfaatan potensi lokal merupakan alasan yang 
cukup rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan.  

Muljadi (2012, p. 12) menyatakan bahwa desa wisata merupakan 
pengembangan suatu wilayah desa yang tidak mengubah bentuk asli, 
menawarkan keaslian dengan mengembangkan potensi-potensi yang 
ada di desa tersebut yang berfungsi sebagai atribut wisata. 

Menurut Nuryanti  dalam (Antara & Arida, 2015, p. 7) desa 
wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan 
fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan 
masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. 
Menurut Hadiwijoyo dalam (Ayuningsih, 2019, p. 8) desa wisata 
merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana 
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yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial 
ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur 
bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan ekonomi 
yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembang-
kannya berbagai komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, 
makanan, minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.  

Vitria Aryani dkk (2019, p. 1) dalam Buku Pedoman Desa Wisata 
mengartikan desa wisata adalah wilayah administrasi desa yang memi-
liki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan 
pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyaraka di pedesaan 
dengan segala potensinya. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijabarkan bahwa desa 
wisata merupakan wilayah administrasi atau kawasan pedesaan yang 
menawarkan keaslian pedesaan atau menawarkan potensi dan 
keunikan daya tarik wisata.   

 
2.2  Struktur Organisasi Desa Wisata 

Menurut pedoman Pokdarwis yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif  dalam pedoman Pokdarwis tahun 2012 ditulis-
kan bahwa Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) merupakan kelom-
pok masyarakat yang berperan sebagai motivator, penggerak serta 
komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian 
masyarakat di desa wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah 
dan memiliki kemanfaatan untuk mensejahterakan ekonomi masya-
rakat (Kemenparekraf, 2012). Selanjutnya dalam pedoman Pokdarwis 
dituliskan kepengurusan Pokdarwis seperti pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Kepengurusan Pokdarwis – Kemenparekraf 
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3. METODE PELAKSANAAN  
Kegiatan pengembangan struktur organisasi lembaga kepeng-

urusan desa wisata di Desa Wonosari dilaksanakan dengan tahapan 
sebagai berikut.  
1. Analisis kebutuhan 
 Tahapan awal ini berupa upaya memahami situasi secara umum 

yang berkaitan dengan pembentukan pengurus pengelola wisata 
Desa Wonosari Mojokerto. 

2. Pelatihan 
Tim pengabdian masyarakat Universitas Dr. Soetomo meng-
adakan penyuluhan mengenai pentingnya pembentukan pengurus 
pengelola wisata Desa Wonosari dan susunan kepengurusan yang 
diperlukan sesuai dengan pedoman dari Kementrian pariwisata 
dan ekonomi kreatif. 

3. Praktek implementatif 
 Tim pengabdian masyarakat Universitas Dr. Soetomo bersama 

pengurus desa dan tokoh masyarakat menyusun kepengurusan 
struktur organisasi wisata Desa Wonosari. 

4. Evaluasi  
 Tim pengabdian Universitas Dr. Soetomo menyerahkan hasil 

struktur organisasi yang telah disepakati dengan pengurus desa 
dan tokoh masyarakat dalam kepada kepala desa. 
Seluruh kegiatan pelaksanaan tertuang dalam bentuk bagan alir 

seperti pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Bagan alir tahapan kegiatan di lapangan 

Evaluasi

Praktek Implementatif

Penyuluhan

Analisis Kebutuhan

Analisis Situasi Permasalahan Mitra
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4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1  Penyuluhan                                                                        

Pada penyuluhan ini tim pengabdian memberikan dua buah 
model struktur organisasi Desa Wisata, Pengabdi meminta warga 
untuk mencermati 2 model struktur organisasi dan memilih salah satu 
model struktur organisasi. Apabila dari kedua model tersebut masih 
ada yang diperlukan maka masyarakat dapat juga memodifikasi 
struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan Desa wisata Sumber 
Dhuwur serta tersedianya pengurus yang akan mengisi struktur 
orgnaisasi: 
 
 
 
 
                                       
              
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Usulan struktur organisasi model 1 

                              
                                 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4. Usulan struktur organisasi model 2 
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Gambar 5. Foto kegiatan penyuluhan di lapangan 

 
4.2  Praktek Implementatif                               
        Tim pengabdian Universitas Dr. Soetomo melanjutkan praktek 
implementatif struktur organisasi. Bersama dengan masyarakat 
berhasil membuat susunan pengurus organisasi. Struktur Pengelola 
Wisata Sumber Dhuwur kemudian disahkan oleh Bapak Kades. Tim 
Pengabdi sebagai fasilitator, mencoba  cek ulang  data nama nama 
dinas di Kabupaten Mojokerto. Data nama nama dinas yang ada di 
kabupaten Mojokerto adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan 
Olah Raga Kabupaten Mojokerto. 

 
Gambar 6. Hasil susunan organisasi desa wisata Sumber Dhuwur  

yang dibuat oleh masyarakat 
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4.3  Evaluasi 
        Pada tahap evaluasi, tim pengabdian menyerahkan hasil 
pengabdian tim UNITOMO yaitu Struktur Organisasi Pengelola 
Wisata Sumber Dhuwur dan desain wisata desa.                                                    

 
Gambar 7. Penyerahan hasil pengabdian ke desa 

 
5.  KESIMPULAN  
       Pengabdian kepada masyarakat fokus pada Pengembangan 
kelembagaan Desa Wisata. Tim pengabdian Unitomo mengadakan 
penyuluhan pembentukan pengurus desa wisata Sumber Dhuwur. 
Hasil Pengabdian berupa Struktur Organisasi Desa Wisata Sumber 
Dhuwur dan desain wisata desa.  
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1. PENDAHULUAN 

Penanggulangan bencana harus dilakukan oleh semua pihak 
karena bencana bukan hanya tugas pemerintah tetapi tugas masyarakat 
juga. Tidak luput juga peran perempuan sangat diharapkan dalam 
mensukseskan desa menjadi tangguh bencana. Terdapat sejumlah 
alasan strategis mengapa upaya peningkatan penanggulangan bencana 
melibatan perempuan. Pertama, karena keberadaan perempuan yang 
sudah menyebar di seluruh pelosok Indonesia merupakan modal 
sosial yang sangat strategis. Kedua, karena masih rendahnya partisipasi 
wanita dalam kegiatan penanggulangan kebencanaan. Selain itu, sudah 
banyak terbukti bahwa perempuan menjadi kekuatan dalam 
penanggulangan bencana serta perempuan membentuk organisasi dan 
jaringan sosial yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Menurut Soerjono Soekanto dalam Sosiologi: Suatu Pengantar 
(2003; 242) bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang 
diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya 
dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari 
dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dan 
perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. 

Pengorganisasian masyarakat yang dilakukan perempuan terbukti 
bermanfaat dalam menyelaraskan adaptasi perubahan iklim dan 
pengurangan resiko bencana. Merujuk pada sejumlah alasan di atas 
terkait dengan upaya penyelesaian masalah dalam rangka pelibatan 
perempuan dalam penanggulangan bencana melalui desa tangguh, 
maka untuk lebih memberikan efek resonansi komunikasi kepada 
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kelompok sasaran khususnya yang berhubungan dengan isu-isu 
kebencanaan, maka dalam kegiatan ini  disesuaikan agar desa  menjadi 
“Desa Siaga Bencana”. 

Selain masalah di atas, ada bagian yang terpenting juga yang 
harus diselamatkan ketika terjadi bencana yaitu arsip-arsip pribadi 
keluarga atau arsip perdata. Dampak bencana juga akan berpengaruh 
terhadap arsip-arsip keluarga. Arsip ini merupakan alat bukti 
keperdataan  yang jika rusak atau musnah dikarenakan bencana dapat 
merugikan semua pihak. Permasalahan yang ada pada para perempuan 
di Desa Padusan adalah desanya memiliki kondisi geografis, geologis, 
hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, 
baik yang disebabkan oleh factor alam, faktor non alam maupun 
faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis 
yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan 
nasional. Terlebih jika terjadi bencana yang dapat menghilangkan arsip 
keluarga.  

Arsip keluarga merupakan alat bukti keperdataan yang jika rusak 
atau musnah dikarenakan bencana dapat merugikan semua pihak. Alat 
bukti keperdataan tersebut bisa berupa surat nikah, ijasah, sertifikat 
tanah, sertifikat rumah, kartu keluarga, dan arsip-arsip yang berharga 
lainnya. Lebih jelas lagi arsip merupakan rekaman kegiatan atau 
peristiwa dalam berbagai bentuk dan media  yang dibuat dan diterima 
oleh anggota keluarga dalam mendukung aktivitas keluarga sehingga 
solusi yang ditawarkan adalah pengolahan dan penyimpanan arsip 
keperdataan keluarga dengan tas siaga bencana. 

 
2. KAJIAN TEORI 
2.1  Peran Perempuan 

Wanita disebut juga perempuan, puteri, istri, ataupun ibu adalah 
sejenis mahkluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah 
sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan bentuk 
tubuh lelaki. Tuhan menjadikan Wanita agak berlainan bentuk 
susunan badannnya dan agak berlainan pula kekuatan, dan akal 
fikirannya dibandingkan dengan lelaki. Perbedaan itu mengandung 
kepentingan dan hikmah yang tidak dapat disangkal oleh pria 
maupun wanita. 
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Pendekatan pemberdayaan dikenal dengan model gender and 
development. Pendekatan ini bertujuan memahami pembangunan bagi 
perempuan dalam hal kemandirian dan kekuatan internal dari diri 
perempuan itu sendiri. Model ini lebih mementingkan pada perkem-
bangan organisasi perempuan yang mengarah pada tingkat kesadaran 
dan pendidikan rakyat. Sebagai contoh adalah kegiatan pember-
dayaan perempuan di Ahmedabad, Gujarat, India. Pemberdayaan ini 
dilakukan oleh Self Employed Women’s Association (SEWA). Sebelum 
adanya pemberdayaan, perempuan di Ahmedabad berkerja sebagai 
pemulung kertas. Hasil yang diperoleh dari memulung hanya 10% 
dari nilai kertas yang dikumpulkan. Melalui asosiasi SEWA, 
perempuan di Ahmedabad diberikan bantuan untuk mendapatkan 
upah yang lebih tinggi dan pelatihan serta mendirikan bank sendiri 
untuk komunitas mereka. Namun, dalam upaya pemberdayaan yang 
dilakukan, perempuan masih dihadapkan pada banyaknya korupsi 
dan kendala. 

Secara terminology menurut Sarwono Sarlito W dalam bukunya 
Pengantar Psikologi Umum (2012;123) wanita adalah kata yang 
umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Secara 
etimologi wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada 
wanita yang ditata atau diatur oleh lelaki. Arti wanita sama dengan 
perempuan yaitu bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi 
tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan bentuk tubuh 
lelaki. Definisi Wanita menurut ahli psikologi ialah perempuan 
dewasa; kaum putrid (dewasa) yang berada pada rentang umur 20-40 
tahun yang notabene dalam penjabarannya yang secara teoritis 
digolongkan atau tergolong masuk pada area rentang umur di masa 
dewasa awal atau dewasa muda.  

Realisasi pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut.  
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai 

bidang kehidupan. 
2. Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan 

dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 
3. Meingkatkan kualitas perandan kemandirian organisasi perem-

puan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan. 
4. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang 

memperjuangkan kesetaraan dan kaeadilan gender. 
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5. Mengembangkan usaha pemeberdayaan perempuan, kesejah-
teraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak. 

 
2.2  Pengertian Desa 

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerin-
tahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga 
diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu 
tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU 
No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara 
Indonesia.Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal 
yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, pereko-
nomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaiman kita 
menyikapi hal tersebut sebagai warga desa. Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
2.3  Siaga Bencana 

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah 
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan ling-
kungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Terdapat 3 
(tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu: (1) Faktor alam 
(natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan 
manusia. (2) Faktor non alam (nonnatural disaster) yaitu bukan karena 
fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan (3) 
Faktor sosial/ manusia (man made disaster) yang murni akibat perbuatan 
manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal dan terorisme. 

Dalam menghadapi bencana, sikap siap siaga dibutuhkan untuk 
menjadi kunci penyelamatan diri saat bencana terjadi. Salah satunya 
adalah dengan menyiapkan Tas Siaga Bencana. Tas Siaga Bencana 
(TSB) merupakan tas yang dipersiapkan untuk berjaga-jaga apabila 
terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan Tas Siaga 
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Bencana adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan 
belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat 
aman.  

Berikut isi tas siaga bencana yang sebaiknya dipersiapkan sebagai 
langkah antisipasi ketika terdampak bencana: (1) alat komunikasi dan 
charger/powerbank untuk memberi informasi dan mencari bantuan, (2) 
obat-obatan pribadi dan perlengkapan P3K, (3) dokumen penting dan 
surat berharga, (4) masker dan hand sanitizer, (5) pakaian ganti, 
makanan, dan air mineral yang cukup untuk persediaan 3 hari, (6) 
uang tunai secukupnya untuk perbekalan, (7) senter untuk alat bantu 
penerangan, (8) selimut untuk kondisi dingin, (9) foto keluarga untuk 
mencari informasi jika terpisah dari keluarga saat terjadi bencana, (10) 
peluit untuk meminta pertolongan di saat darurat. Jangan lupa untuk 
menyimpan tas siaga bencana di tempat yang aman dan mudah 
dijangkau agar bisa segera diambil saat dibutuhkan. 
 
2.4  Kearsipan 

Arsip dalam bahasa Latin disebut Archivum atau Archium, dan 
akhirnya dari kata-kata ini dalam bahasa Indonesia dipakai istilah 
Arsip. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 
tentang Ketentuan Pokok Kearsipan pada Bab I Pasal 1: (1) naskah 
naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan-
badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan 
tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
pemerintah. (2) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-
badan swasta dan perseorangan dalam bentuk corak apapun, baik 
dalam bentuk keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka 
pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Sehingga, arsip dapat disimpul-
kan sebagai naskah yang diciptakan atau diterima oleh suatu instansi, 
organisasi, atau perseorangan yang memiliki beragam corak.  

Pengertian arsip vital berdasarkan Surat Edaran Nomor: 
Se/06/M.Pan/3/2005 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Republik Indonesia tahun 2005 Tentang Program Perlindungan, 
Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara 
Terhadap Musibah/Bencana, adalah dokumen/arsip yang diperlukan 
untuk kelangsungan operasional organisasi pemerintah dalam kegiatan 
berbangsa dan bernegara, seperti sertifikat tanah, bukti-bukti 
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kepemilikan, bukti-bukti sah di pengadilan dan naskah-naskah 
berharga lainnya. Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala ANRI No. 
6 tahun 2005, pengertian arsip vital adalah dokumen/arsip vital 
negara untuk selanjutnya disebut arsip vital adalah informasi terekam 
yang sangat penting dan melekat pada keberadaan dan kegiatan 
organisasi yang di dalamnya mengandung informasi mengenai status 
hukum, hak dan kewajiban serta asset instansi. 

 
3. METODE PELAKSANAAN 

Permasalahan yang ada pada mitra perempuan yang terdiri dari 
ibu-ibu dasa wisma di Desa Padusan, Kecamatan Pacet Kabupaten 
Mojokerto yaitu pada bidang masih belum pahamnya pentingnya 
mempersiapkan tempat atau tas khusus untuk menyimpan arsip-arsip 
penting keluarga Selanjutnya permasalahan yang dihadapi mitra dan 
solusi yang disepakati secara bersama dalam tabel 1. 

 
Tabel 1. Permasalahan Yang Dihadapi Mitra Dan Solusi Yang Disepakati 

 
 
 
 

Bidang Permasalahan Solusi 

Simulasi Untuk mengetahui 
sampai dimana 
pemahaman ibu-ibu 
tentang administrasi 
kearsipan 
 

Mengenalkan tindakan persiapan tas 
siaga bencana untuk arsip-arsip 
keluarga  
 
 

Administrasi 
Kearsipan / 
Hukum 

Memahami 
pentingnya 
administrasi kearsipan 
dan pentingnya surat-
surat berharga dari 
sisi hukum 

Memberikan penyuluhan dan 
sosialisasi tentang pengarsipan surat 
penting keluarga di rumah dan 
manfaatnya 

Simbolisasi 
penyerahan Tas 
Siaga Bencana 
dan Baksos 

Mengenalkan contoh 
(prorotype) tas ransel  
agar dapat di gunakan 
sebagai tempat 
menyimpan arsip 
keluarga  

Penyerahan simbolis tas siaga 
bencana bantuan  dari BPBD  Prov 
Jatim kepada Kepala desa Padusan 
Pacet Mojokerto serta  Pembagian 
sembako 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Adapun target luaran yang direncanakan yang akan dicapai dari 

kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi:  
1. seluruh ibu-ibu yang ada dalam perwakilan dasa wisma di Desa 

Padusan Pacet Mojokerto dengan metode awal yaitu sosialisasi/ 
penyuluhan pemahaman akan pentingnya menyediakan tas untuk 
arsip keluarga, 

2. mengadakan pelatihan pengkaderan melalui simulasi simulasi 
yang menyenangkan sehingga para ibu-ibu yang tergabung dalam 
dasa wisma Desa Padusan tidak bosan dalam pelaksanaan 
simulasi tersebut, 

3. pada tahap pelaksanaan tim melaksanakannya pada tanggal 12 
Desember 2020 dan dilaksanakan pada satu hari tepatnya pada 
pukul 13:00 sampai selesai. 
Jumlah keseluruhan  peserta dalam mengikuti pelatihan ini 

berjumlah 25 orang terdiri atas ibu-ibu yang ada dalam perwakilan 
dasa wisma Desa Padusan Pacet Mojokerto. Selama pelatihan, peserta 
pelatihan sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi yang menye-
nangkan serta mempraktekan  simulasi tas yang berisi arsip 
keperdataan.  

Berikut dokumentasi kegiatan pelatihan tas siaga bencana. 

 
Gambar 1. Penyampaian materi simulasi 
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Gambar2. Penyerahan tas siaga bencana 

 
Dalam pelaksanaan sosialisasi tentang perlindungan dan 

penyelamatan arsip dalam siaga bencana  di Desa Padusan, Pacet 
Mojokerto telah disampaikan materi tentang hal tersebut  yang di urai 
pada Gambar 3.  

 

 
Gambar 3. Isi tas siaga bencana 
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Adapun luaran yang dihasilkan dalam pengabdian masyarakat ini 
berupa pemberitaan ke media online sebagai berikut. 
1. https://www.lensanasional.co.id/news/2020/12/14/tim-dosen-

pengabdian-unitomo-sosialisasikan-penyelamatan-arsip-melalui-
tas-siaga-bencana/ 

2. https://www.rmoljatim.id/2020/12/14/tim-dosen-pengabdian-
unitomo-sosialisasikan-penyelamatan-arsip 

3. https://petisi.co/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasi-
penyelamatan-arsip-melalui-tas-siaga-bencana/ 

4. https://www.unitomo.ac.id/news/295 
 

5. KESIMPULAN 
Menyadari bahwa letak geografis Indonesia yang rawan bencana, 

maka perlindungan arsip dari bencana alam merupakan hal yang 
sangat perlu dilakukan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah, 
lembaga swasta, organisasi sosial, organisasi masyarakat, maupun 
masyarakat umum yang menyimpan arsip penting dan arsip vital. Kita 
semua diharapkan selalu siaga menghadapi bencana yang bisa terjadi 
sewaktu-waktu, yang dapat memporak-porandakan dan menusnahkan 
arsip-arsip. Arsip-arsip yang rusak akibat bencana dapat diidentifikasi, 
yaitu arsip yang rusak akibat bencana tsunami, banjir, gempa bumi, 
tanah longsor, gunung meletus dan kebakaran. Bencana banjir, 
gunung meletus, tanah longsor, yang peristiwanya dapat diprediksi 
atau diamati, sebenarnya memberikan kesempatan kepada pengelola 
arsip di lembaga-lembaga arsip di pusat maupun di daerah untuk 
melakukan tindakan preventif semaksimal mungkin agar arsip-arsip 
yang tersimpan di lembaga kearsipan tersebut dapat diselamatkan. Hal 
ini berbeda dengan bencana kebakaran yang sering terjadi secara tiba-
tiba, sehingga arsip-arsip secara fisik hancur dan informasinya sulit 
dilacak. 

Target pengabdian yang dilakukan oleh Tim pengabdian belum 
tercapai secara maksimal karena membutuhkan proses interaktif 
dalam merubah pola perilaku keseharian para masyarakat desa 
terutama kaum perempuan untuk menyadari akan pentingnya dalam 
menjaga dan menyelamatkan arsip dengan tas siaga bencana karena 
kondisi geografis di Desa Padusan. Namun, kami yakin jika 
masyarakat desa khususnya perempuan sudah mengenalakan 

https://www.lensanasional.co.id/news/2020/12/14/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasikan-penyelamatan-arsip-melalui-tas-siaga-bencana/
https://www.lensanasional.co.id/news/2020/12/14/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasikan-penyelamatan-arsip-melalui-tas-siaga-bencana/
https://www.lensanasional.co.id/news/2020/12/14/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasikan-penyelamatan-arsip-melalui-tas-siaga-bencana/
https://www.rmoljatim.id/2020/12/14/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasikan-penyelamatan-arsip
https://www.rmoljatim.id/2020/12/14/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasikan-penyelamatan-arsip
https://petisi.co/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasi-penyelamatan-arsip-melalui-tas-siaga-bencana/
https://petisi.co/tim-dosen-pengabdian-unitomo-sosialisasi-penyelamatan-arsip-melalui-tas-siaga-bencana/
https://www.unitomo.ac.id/news/295
https://id.wikipedia.org/wiki/Arsip
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pentingnya menyiapkan tas siaga bencana dan mengetahui langkah-
langkahnya maka tidak menutup kemungkinan perubahan perubahan 
itu akan terjadi perlahan-perlahan dalam tekad kesadaran masing-
masing warga desa. 
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1. PENDAHULUAN  

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan Rencana 
Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR). 

RUTR sebagaimana dimaksud secara berhierarki terdiri atas Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
kabupaten/kota. Sesuai Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota serta Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan 
Zonasi, maka dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) harus 

sesuai dengan prosedur yang telah dimuat dalam peraturan tersebut.  
Prosedur tersebut antara lain untuk rencana tata ruang yang 

disusun oleh daerah kabupaten/kota perlu dilakukan evaluasi subs-
tansi rekomendasi Gubernur untuk memperoleh persetujuan 

substansi dari Kementerian ATR/BPN, baik RTRW maupun RRTR 
kabupaten/kota.  

Untuk mempercepat proses rekomendasi Gubernur baik RTRW 
maupun RRTR kabupaten/kota perlu dilakukan evaluasi oleh tim 

teknis sesuai mekanisme evaluasi substansi rekomendasi Gubernur 
dalam rangka persetujuan substansi RTRW kabupaten/kota. Tim 

teknis ini bisa terdiri atas Aparatur Sipil Negara maupun tenaga ahli 
dengan latar belakang keilmuan yang ditunjuk oleh dinas yang 

berkewenangan.  
Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya 

Provinsi Jawa Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 

mailto:aldea.noor.alina@unitomo.ac.id
mailto:aldea.noor.alina@unitomo.ac.id


 

144        ASPEK ILMU ADMINISTRASI 

yang mengemban amanat evaluasi rencana tata ruang harus 
meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam melakukan evaluasi 

rancangan rencana tata ruang kabupaten/kota. Bersama dengan 
tenaga ahli individual evaluasi teknis rencana tata ruang melalui 

keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukan dan 

Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Ahli Individual dalam rangka 
Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang.  

Tulisan ini berisi mengenai kajian, metodologi, dan pengalaman 
yang didapatkan penulis selama menjadi tenaga ahli individual evaluasi 

teknis rencana tata ruang untuk substansi spasial atau peta sesuai 
dengan bidang keahlian penulis sebagai dosen Teknik Geomatika di 

Provinsi Jawa Timur selama tahun 2020. 
 

2. KAJIAN TEORI 
Dalam kegiatan evaluasi teknis rencana tata ruang terdapat 

beberapa kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan dan standar 
teknis pengerjaan. Beberapa kebijakan tersebut diuraikan sebagai 

berikut. 
1. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. 
Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 dikeluarkan dengan 

pertimbangan bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan 
pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya 

penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan 
ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif  agar terwujud 

ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 
Beberapa ketentuan umum yang tertuang dalam Undang–

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah 
sebagai berikut.  

a. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
b. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 

hierarkis memiliki hubungan fungsional. 
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c. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung 

dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 
d. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 
ruang. 

Dalam pelaksanaannya, rencana tata ruang wilayah kabupaten 
menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan 

dan administrasi pertanahan. Jangka waktu rencana tata ruang 
wilayah kabupaten adalah dua puluh tahun. Rencana tata ruang 

wilayah kabupaten ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun 
atau dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan 

dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas 

teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Rencana tata ruang 

wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima 
tahun.  

Saat dilaksanakan kegiatan evaluasi teknis rencana tata ruang, 
Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 masih berlaku. Namun, 

saat ini Undang–Undang tersebut telah dirubah dengan 
berlakunya Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. 
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, 

Kota. 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten menurut 

Peraturan Menteri ATR / KaBPN Nomor 1 Tahun 2018 ini 
adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah 

kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan 
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 
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Muatan RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota meliputi: 
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang merupakan 
terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah 

provinsi, kabupaten atau kota yang dapat dicapai dalam 
jangka waktu dua puluh tahun. 

b. Rencana struktur ruang, meliputi: 

 sistem perkotaan untuk wilayah provinsi atau kabupaten 
dan sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota; dan 

 sistem jaringan prasarana wilayah daerah provinsi, daerah 
kabupaten atau kota. 

c. Rencana pola ruang, meliputi: 

 kawasan lindung; dan 

 kawasan budidaya. 

d. Penetapan kawasan strategis 
Penetapan kawasan strategis merupakan penetapan bagian 

wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota yang 
penataan ruangnya diprioritaskan. 

e. Arahan pemanfaatan ruang 
Arahan pemanfaatan ruang merupakan arahan pembangunan 

atau pengembangan wilayah daerah provinsi, daerah kabu-
paten atau kota untuk mewujudkan struktur ruang dan pola 

ruang. 
f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi: 

 indikasi arahan peraturan zonasi untuk wilayah daerah 

provinsi dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk 
wilayah daerah kabupaten atau kota; 

 arahan sanksi untuk wilayah daerah provinsi, daerah 
kabupaten atau kota. 

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 
Kabupaten Kota. 

Selain rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, OPD provinsi 
juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengecekan 

terhadap substansi rencana detil tata ruang yang ditetapkan oleh 
masing–masing kabupaten/kota. Rencana detil tata ruang 
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kabupaten/kota memiliki skala kedetilan data spasial hingga 
1:5000 dan terbatas pada suatu Batas Wilayah Perencanaan 

(BWP) tertentu. Muatan RDTR terdiri atas tujuan penataan 
BWP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan Sub 

BWP yang diprioritaskan penanganannya, dan ketentuan 
pemanfaatan ruang.  

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detil Tata 

Ruang Kabupaten/Kota. 
Merupakan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman atau 

standar teknis penyusunan data spasial atau basis data peta yang 
turut menjadi keluaran proses rencana tata ruang selain dokumen 

materi teknis dan peraturan daerah. Dalam peraturan ini 
diberikan standar ketelitian peta yang memuat ketepatan, 

kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi 
dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem 

referensi geometris, skala, akurasi, atau kerincian basis data, 
format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, serta 

kelengkapan muatan peta.   
 

3. METODE PELAKSANAAN 
kegiatan evaluasi teknis rencana tata ruang memiliki sub kegiatan 

konsultasi teknis. Dalam tahapan konsultasi teknis, evaluasi dilakukan 
terhadap substansi Ranperda, materi teknis, dan peta. Kegiatan 

evaluasi teknis dilakukan oleh tenaga ahli yang berbeda sesuai dengan 
substansi yang perlu dievaluasi. Untuk muatan materi perencanaan 

wilayah dokumen tata ruang dilakukan oleh tenaga ahli perencanaan 
wilayah kota. Sedangkan penulis sebagai tenaga ahli pemetaan 

melakukan evaluasi terhadap substansi spasial atau peta dari RTR agar 
saling berkesesuaian antara substansi pada Ranperda dan materi teknis 

serta komplementer dengan hierarki RTR di atasnya. 
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Evaluasi substansi peta meliputi beberapa poin sebagai berikut. 
1. Kelengkapan berita acara peta dasar oleh Badan Informasi 

Geospasial; 
Berita acara Badan Informasi Geospasial perlu terlampir sebagai 

salah satu kelengkapan dokumen pengajuan konsultasi teknis dan 
permohonan rekomendasi Gubernur.  

2. Kelengkapan peta batas wilayah administrasi berdasarkan 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; 

Peta batas administrasi yang digunakan pada rencana tata ruang 
akan ditampalkan dengan batas administrasi yang sesuai dengan 

Permendagri yang dikeluarkan untuk menetapkan batas masing–
masing wilayah kabupaten atau kota. 

3. Kesesuaian peta rencana tata ruang dengan hierarki di atasnya 
dalam materi teknis dan Ranperda; 

Peta rencana struktur ruang maupun pola ruang dari rencana tata 
ruang wilayah maupun rencana detail tata ruang harus memper-

hatikan arahan peta rencana tata ruang lain yang berada pada 
hierarki atasnya sehingga antardata rencana tata ruang bersifat 

saling berkesesuaian. Kesesuaian peta  rencana tata ruang dengan 
hierarki di atasnya dilakukan dengan melakukan superimpose atau 

pertampalan dengan masing–masing data rencana struktur 
maupun rencana pola ruang.  

4. Kelengkapan album peta rencana tata ruang BWP; 
Layout dan sistematika penyajian peta harus menyesuaikan 

dengan tata cara penyusunan yang mengacu pada pedoman Per-
aturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional saat ini atau peraturan lain yang berlaku. Penyajian peta 
harus disesuaikan dengan pedoman tersebut sehingga apabila ada 

yang tidak sesuai dengan standar penyajian album peta dari 
pedoman, maka akan menjadi catatan dari evaluator. 

5. Kesesuaian peta rencana detil tata ruang dengan peraturan 
perundang-undangan dan/atau SK Kementerian/Instansi terkait 

(SK Kehutanan, SK Baku Sawah, dan peta lain yang terkait); 
Rencana struktur ruang maupun pola ruang dari rencana tata 

ruang wilayah maupun rencana detail tata ruang harus meng-
akomodasi peraturan perundang-undangan maupun SK 

Kementerian/Instansi terkait. 
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Aturan peraturan perundang–undangan atau SK Kemen-
terian/Instansi yang tidak diakomodir oleh kabupaten/kota 

dalam perencanaan akan menjadi catatan evaluasi dari tim 
evaluator. 

Untuk substansi rencana struktur ruang maupun pola ruang yang 
tidak memiliki peraturan maupun surat keputusan yang menjadi 

dasar pedoman maka akan dievaluasi berdasarkan substansi yang 
ada di Rencana Tata Ruang dengan hierarki yang lebih tinggi. 

Peraturan perundang-undangan dan/atau SK Kementerian/ 
Instansi terkait secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Beberapa peraturan perundang-undangan dan/atau SK 

Kementerian/Instansi yang digunakan dalam evaluasi peta revisi rencana detail tata 
ruang kabupaten/kota 

URAIAN SUBSTANSI / 
MUATAN 

PERATURAN PERUNDANG – 
UNDANGAN, PEDOMAN, DAN / 

ATAU SK KEMENTERIAN / 
INSTANSI TERKAIT 

RENCANA STRUKTUR RUANG 
1. Sistem Pusat Pelayanan  

 a. Pusat Pelayanan 
Kota/Kawasan Perkotaan 

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang 
berlaku. 

 b. Sub Pusat Pelayanan 
Kota/Kawasan Perkotaan 

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang 
berlaku. 

 c. Pusat Lingkungan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang 
berlaku. 

2. Sistem Jaringan Transportasi  

 a. Sistem Jaringan Jalan  
  1) Jaringan Jalan 

Nasional 
 

   Jalan Bebas 
Hambatan / Tol 

PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang 
Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 
2008 Tentang RTRWN (Lampiran III) 

   Jalan Arteri 
Primer 

Kepmen PUPR No. 248 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Ruas Jalan Arteri 
dan Jalan Kolektor 1 

   Jalan Kolektor 
Primer Satu (JKP-
1) 

Kepmen PUPR No. 248 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Ruas Jalan Arteri 
dan Jalan Kolektor 1 
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URAIAN SUBSTANSI / 
MUATAN 

PERATURAN PERUNDANG – 
UNDANGAN, PEDOMAN, DAN / 

ATAU SK KEMENTERIAN / 
INSTANSI TERKAIT 

   Jalan Strategis 
Nasional 

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang 
berlaku. 

  2) Jaringan Jalan 
Provinsi 

 

   Jalan Kolektor 
Primer Dua 
(JKP-2) 

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 
188/128/KPTS/013/2016 Tentang 
Ruas Jaringan Jalan Primer Sebagai 
JKP-2 dan JKP-3 

   Jalan Kolektor 
Primer Tiga 
(JKP-3) 

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 
188/128/KPTS/013/2016 Tentang 
Ruas Jaringan Jalan Primer Sebagai 
JKP-2 dan JKP-3 

   Jalan Strategis 
Provinsi 

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang 
berlaku. 

  3) Jaringan Jalan 
Kabupaten/Kota 

 

   Jalan Arteri 
Sekunder** 

Perda atau Ketetapan Walikota terkait 
yang mengatur jaringan jalan arteri 
sekunder dalam wilayah Kota 

   Jalan Kolektor 
Primer Empat 
(JKP-4) 

Perda atau Ketetapan Bupati/Walikota 
terkait yang mengatur jaringan jalan 
kolektor 4 (JKP-4) dalam wilayah 
Kabupaten/Kota 

   Jalan Kolektor 
Sekunder** 

Perda atau Ketetapan Walikota terkait 
yang mengatur jaringan jalan kolektor 
sekunder dalam wilayah Kota 

   Jalan Lokal 
Primer 

Perda atau Ketetapan Bupati terkait 
yang mengatur jaringan jalan lokal 
primer dalam wilayah Kabupaten 

  4) Terminal Penumpang Permen Perhubungan No. PM 15 
Tahun 2019 Penyelenggaraan Angkutan 
Orang dengan Kendaraan Bermotor 
Umum dalam Trayek 

   Terminal 
Penumpang Tipe 
A 

Kepmen Perhubungan No. 109 Tahun 
2019 Tentang Penetapan Lokasi 
Terminal Penumpang Tipe A 

   Terminal 
Penumpang Tipe 

Draft SK Gubernur Jawa Timur 
Tentang Penetapan Terminal Tipe B 
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URAIAN SUBSTANSI / 
MUATAN 

PERATURAN PERUNDANG – 
UNDANGAN, PEDOMAN, DAN / 

ATAU SK KEMENTERIAN / 
INSTANSI TERKAIT 

B 

   Terminal 
Penumpang Tipe 
C 

Perda atau Ketetapan Bupati/Walikota 
yang mengatur Terminal Penumpang 
Tipe C dalam wilayah Kabupaten/Kota 

 b. Sistem Jaringan Kereta 
Api 

Kepmen Perhubungan No. KP 2128 
Tahun 2018 Rencana Induk 
Perkeretaapian Nasional 

 c. Sistem Jaringan 
Transportasi Laut 

 

  1) Pelabuhan Sungai dan 
Danau 

Kepmen Perhubungan No. KP 432 
Tahun 2017 Tentang Rencana Induk 
Pelabuhan Nasional 

  2) Pelabuhan 
Penyeberangan 

 Permen Perhubungan No. PM 51 
Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 

  3) Pelabuhan Angkutan Kepmen Perhubungan No. KP 432 
Tahun 2017 Tentang Rencana Induk 
Pelabuhan Nasional 

 d. Sistem Jaringan 
Transportasi Udara 

 Kepmen Perhubungan No. KM 166 
Tahun 2019 tentang Tatanan 
Kebandarudaraan Nasional 

3. Sistem Jaringan Prasarana  
 a. Sistem Jaringan 

Energi/Kelistrikan 
 

  1) Jaringan Infrastruktur 
Minyak dan Gas 
Bumi 

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang 
berlaku. 

  2) Jaringan Penyalur 
Ketenagalistrikan 

 Kepmen ESDM No. 1567 
K/21/MEM/2018 Tentang 
Pengesahan RUPTL PT. PLN 2018 
– 2027 

 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait 
yang berlaku. 

 b.  Sistem Jaringan 
Telekomunikasi 

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang 
berlaku. 

 c. Sistem Jaringan Sumber 
Daya Air 

 Kepmen PUPR Nomor 
550/KPTS/M/2015 Tentang 
Rencana Pengelolaan Sumber Daya 
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URAIAN SUBSTANSI / 
MUATAN 

PERATURAN PERUNDANG – 
UNDANGAN, PEDOMAN, DAN / 

ATAU SK KEMENTERIAN / 
INSTANSI TERKAIT 

Air Wilayah Sungai Bengawan Solo 

RENCANA POLA RUANG 

1. Zona Lindung  
 a. Zona Hutan Lindung  SK Menteri LHK No. 

8102/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 
Tentang Kawasan Hutan 

 b. Zona Perlindungan 
Setempat 

 

  1) Zona Sempadan 
Pantai 

Permen Kelautan Perikanan No. 
21/Permen-KP/2018 Tentang Tata 
Cara Perhitungan Batas Sempadan 
Pantai 

  2) Zona Sempadan 
Sungai 

Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Garis Sempadan 
Sungai dan Sempadan Danau 

 c.  Zona RTH Kota Permen PU No. 5 Tahun 2008 Tentang 
Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di 
Kawasan Perkotaan 

 d. Zona Konservasi  SK Menteri LHK No. 
8102/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 
Tentang Kawasan Hutan 

 e Zona Lindung Lainnya  
  1) Zona Ekosistem 

Mangrove 
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang 
berlaku. 

  2) Zona Lindung 
Geologi 

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang 
berlaku. 
 

2. Zona Budidaya  
 a. Zona Kawasan 

Peruntukan Industri 
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten/Kota terkait yang 
berlaku. 

 b.  Zona Peruntukan Lainnya  
  1) Zona Hutan Produksi SK Menteri LHK No. 

8102/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang 
Kawasan Hutan 
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URAIAN SUBSTANSI / 
MUATAN 

PERATURAN PERUNDANG – 
UNDANGAN, PEDOMAN, DAN / 

ATAU SK KEMENTERIAN / 
INSTANSI TERKAIT 

  2) Zona Hutan Rakyat  SK Menteri LHK No. 
8102/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 
Tentang Kawasan Hutan 

  3) Zona Pertanian SK Menteri ATR/KaBPN No. 
686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang 
Penetapan Luas Lahan Baku Sawah 
Nasional Tahun 2019 

  4) Zona Perikanan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 
35/KEPMEN-KP/2013 Tentang 
Penetapan Kawasan Minapolitan 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 

1. Perwujudan Rencana Struktur 
Ruang di BWP 

 PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang 
Perubahan Atas PP Nomor 26 
Tahun 2008 Tentang RTRWN 
(Lampiran XI) 

 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 
5 Tahun 2012 Tentang RTRW 
Provinsi Tahun 2011 – 2031 

 
 
 

2. Perwujudan Rencana Pola 
Ruang di BWP 

3. Perwujudan Penetapan Sub 
BWP yang Diprioritaskan 
Penanganannya 

4. Perwujudan Ketahanan 
Terhadap Perubahan Iklim 

PERENCANAAN KAWASAN 
 Perundangan khusus yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah 
Pusat dan/atau Pemerintah 
Provinsi untuk perencanaan di 
wilayah yang spesifik 

 Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Perubahan 
Perpres No. 3 Tahun 2016 Tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional 

 Perpres No. 80 Tahun 2019 
Tentang Percepatan Pembangunan 
Ekonomi di Gerbangkertosusilo, 
BTS, Selingkar Wilis, dan Lintas 
Selatan 

Keterangan  : *) Berlaku untuk wilayah Kabupaten saja 
     **) Berlaku untuk wilayah Kota saja 
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6. Kesesuaian peta dengan materi teknis dan ranperda rencana tata 
ruang. 

Kesesuaian peta dengan materi teknis dan ranperda dilakukan 
dengan melakukan pengecekan konsistensi hitungan metrik 

(panjang maupun luasan) dan nomenklatur rencana struktur 
ruang dan kawasan, zona, maupun subzona pada rencana pola 

ruang antara data peta dengan hitungan metrik maupun 
nomenklatur yang tertulis pada materi teknis dan ranperda.  

Perhitungan luasan rencana pola ruang disajikan dalam bentuk 
neraca yang membandingkan luasan masing – masing kawasan, 

zona, maupun subzona rencana pola ruang yang tercantum pada 
materi teknis, ranperda, dan hasil perhitungan luasan rencana 

pola ruang data peta berupa file *.shp (shapefile) maupun *.gdb 
(geodatabase). Luasan yang berbeda akan ditandai dan perlu 

dilakukan penyesuaian antara data yang berbeda sehingga luasan 
menjadi konsisten. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kegiatan evaluasi teknis subtansi tata ruang untuk Kabupaten/ 
Kota di Provinsi Jawa Timur menghasilkan beberapa masukan secara 

umum sebagai berikut: 
1. Luasan wilayah perencanaan RTRW/RDTR Kabupaten/Kota 

dalam narasi Materi Teknis, Ranperda, dan Peta tidak sama. 
Angka luasan perlu disamakan sehingga selaras ketika membaca 

naskah rencana dan peta. Hasil Evaluas perbedaan luasan wilayah 
ditunjukkan pada Tabel 2. 

2. Terdapat subtansi peraturan atau kebijakan tata ruang di atasnya 
yang belum diakomodir. Sebagai contoh: 

 Ruas jalan JKP-1 beberapa Kabupaten/Kota yang belum 

menyesuaikan dengan Jalan Kolektor Primer-1 ruas 087 dan 
088 berdasarkan Kepmen PUPR 248 Tahun 2015; 

 Ruas jalan JKP-2 beberapa Kabupaten/Kota yang belum 
menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 188/128/KPTS/013/2016 mengenai Jalan yang 
masuk sebagai kewenangan Provinsi; 
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3. Luasan Substansi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak 
memenuhi 20% luasan kabupaten/kota, serta tidak adanya upaya 

pemenuhan RTH dalam substansi dokumen Rencana Tata 
Ruang. 

4. Peralihan fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan budidaya 
lain seperti perumahan maupun perdagangan jasa, serta lokasi 

kawasan pertanian yang tidak sesuai ketetapan arahan Baku 
Sawah pada SK Menteri ATR/KaBPN No. 686/SK-

PG.03.03/XII/2019. 
5. Luasan kawasan hutan pada Kabupaten/Kota yang berbeda 

dengan data kawasan hutan SK Menteri LHK No. 
8102/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tentang 

Kawasan Hutan yang dipakai dalam arahan rencana kawasan 
hutan RTRW Provinsi Jawa Timur. 

 
5. KESIMPULAN  

Kegiatan evaluasi teknis substansi tata ruang untuk muatan peta 
pada tahun 2020 masih mengikuti standar peraturan yang berlaku 

sebelum dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 
mengenai Cipta Kerja serta peraturan – peraturan turunannya. 

Dengan dikeluarkan undang – undang penataan ruang yang baru 
maka akan ada perubahan pada teknis evaluasi tata ruang Kabupaten/ 

Kota di tingkat Provinsi, dan perlu ada sosialisasi terkait perubahan 
standar dan teknis evaluasi nantinya ke Kabupaten/Kota. 
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Tabel 2. Contoh Hasil Evaluasi Perbedaan Luasan 
Rencana Tata Ruang antara Materi Teknis, Ranperda, dan Peta 

LUASAN RENCANA POLA RUANG 

di RANPERDA 

LUASAN RENCANA POLA RUANG 

di MATERI TEKNIS 

LUASAN RENCANA POLA RUANG 

di SHP 

ORDE 01 ORDE 02 
Luas 
(Ha) 

Persen 
(%) 

ZONA 
SUB 

ZONA 
Luas 
(Ha) 

Persen 
(%) 

ZONA 
SUB 

ZONA 
Luas 
(Ha) 

Persen 
(%) 

Badan Air Badan Air 
tidak 
ada 

Badan Air Badan Air 117,61 1,76 Badan Air Badan Air 117,61 1,76 

Sempadan 
Sungai 

Sempadan 
Sungai 

74,14 
Sempadan 
Sungai 

Sempadan 
Sungai 

74,14 1,11 
Sempadan 
Sungai 

Sempadan 
Sungai 

74,14 1,11 

Sekitar 
Mata Air 

Sekitar 
Mata Air 

4,27 
Sekitar 
Mata Air 

Sekitar 
Mata Air 

4,27 0,06 
Sekitar 
Mata Air 

Sekitar 
Mata Air 

4,27 0,06 

Penyangga Penyangga 13,21 Penyangga Penyangga 13,21 0,20 Penyangga Penyangga 13,21 0,20 

Hutan 
Lindung 

Hutan 
Lindung 

42,62 
Hutan 
Lindung 

Hutan 
Lindung 

42,62 0,64 
Hutan 
Lindung 

Hutan 
Lindung 

42,62 0,64 

Hutan 
Produksi 

Hutan 
Produksi 
Tetap 

257,06 Hutan 
Produksi 

Hutan 
Produksi 
Tetap 

257,06 3,85 Hutan 
Produksi 

Hutan 
Produksi 
Tetap 

257,06 3,86 

Ruang 

Terbuka 
Hijau 

Pemakaman 64,95 

Ruang 

Terbuka 
Hijau 

Pemakaman 64,95 0,97 

Ruang 

Terbuka 
Hijau 

Pemakaman 64,95 0,97 

Taman 

Kecamatan 
55,98 

Taman 

Kecamatan 
55,98 0,84 

Taman 

Kecamatan 
55,98 0,84 

Taman 
Kelurahan 

102,96 
Taman 
Kelurahan 

102,96 1,54 
Taman 
Kelurahan 

102,96 1,54 

Taman 
Kota 

4,72 
Taman 
Kota 

4,72 0,07 
Taman 
Kota 

4,72 0,07 
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LUASAN RENCANA POLA RUANG 

di RANPERDA 

LUASAN RENCANA POLA RUANG 

di MATERI TEKNIS 

LUASAN RENCANA POLA RUANG 

di SHP 

ORDE 01 ORDE 02 
Luas 
(Ha) 

Persen 
(%) 

ZONA 
SUB 

ZONA 
Luas 
(Ha) 

Persen 
(%) 

ZONA 
SUB 

ZONA 
Luas 
(Ha) 

Persen 
(%) 

Hutan Kota 38,30 Hutan Kota 38,30 0,57 Hutan Kota 38,30 0,57 

Perumahan 
Rumah 
Kepadatan 
Rendah 

849,24 Perumahan 
Rumah 
Kepadatan 
Rendah 

849,24 12,74 Perumahan 
Rumah 
Kepadatan 
Rendah 

849,24 12,74 



PERSEMBAHAN UNITOMO UNTUK NEGERI 159 

Biografi Penulis 
Aldea Noor Alina, ST., MT. adalah pengajar di 

Teknik Geomatika Fakultas Teknik Universitas Dr. 
Seotomo Surabaya bidang keahlian analisis spasial 

kewilayahan, perencanaan wilayah dan kota, 
kebijakan wilayah serta kadaster. Di samping 

sebagai akademisi, juga terlibat sebagai praktisi dan 
tenaga ahli pekerjaan perencanaan pengembangan 

wilayah. Pekerjaan tersebut antara lain penyusunan rencana tata ruang 
wilayah, kajian pertanahan, kajian rawan bencana, dan pembuatan peta 

dasar, peta tematik, hingga peta rencana kabupaten/kota. 



160 ASPEK ILMU ADMINISTRASI

Halaman ini sengaja dikosongkan 
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1. PENDAHULUAN 
Arsip mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sumber 

informasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam 
setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, 
pengembangan, perumusan kebijaksanaan, penilaian dan pengendalian 
setepat-tepatnya. Arsip mempunyai peranan penting dalam proses 
penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan 
merumuskan kebijakan, oleh sebab itu untuk menyajikan informasi 
yang lengkap, cepat dan benar haruslah ada sistem dan prosedur kerja 
yang baik dalam bidang pengelolaan arsip. Peranan arsip yang begitu 
penting bagi kehidupan berorganisasi, maka keberadaan arsip perlu 
mendapatkan perhatian khusus, sehingga keberadaan arsip di kantor 
benar-benar menunjukkan peran yang sesuai dan dapat mendukung 
penyelesaian pekerjaan yang dilakukan semua personil dalam 
organisasi/instansi. Perhatian yang perlu diberikan kepada arsip yang 
dimiliki organisasi berupa sistem pengelolaan yang benar dan efektif 
sehingga dengan sistem pengelolaan tersebut akan dapat membantu 
mendukung efisiensi kerja dalam hal penyediaan informasi. 

Arsip tercipta seiring berjalannya aktivitas instansi bersangkutan. 
Semakin besar instansi maka arsip yang tercipta pun semakin banyak. 
Permasalahan yang terkait dengan penemuan kembali arsip yang 
dibutuhkan tentunya semakin kompleks, sehingga membutuhkan 
pengelolaan arsip yang tepat. Permasalahan pengelolaan kearsipan 
tidak hanya menjadi milik organisasi besar saja, melainkan juga 
organisasi kecil, misalnya organisasi di tingkat pemerintah desa yang 
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memiliki tanggungjawab pelayanan kepada masyarakat yang 
permintaannya tidak mengenal waktu / jam kerja.  

Arsip adalah rekaman informasi yang dibuat oleh organisasi dan 
disimpan dengan menggunakan berbagai media. Arsip berperan 
penting sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan media 
pengawasan. Mengingat pentingnya peran arsip sebagai bukti 
akuntabilitas dan dasar dalam pengambilan keputusan, maka arsip 
organisasi haruslah dikelola dengan baik. Tujuan pengelolaan arsip 
adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan, menjamin keselamatan dan 
keamanan arsip, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 
(Rosalin, 2017) 

Pengelolaan arsip meliputi: penciptaan arsip, penggunaan arsip, 
pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Dalam kegiatan 
pengelolaan arsip, diperlukan klasifikasi dan indeks agar arsip dapat 
diatur dan disimpan dengan benar serta ditemukan kembali dengan 
cepat dan tepat. Terdapat 5 sistem penyimpanan arsip yaitu: sistem 
abjad, sistem subyek, sistem nomor, sistem tanggal, dan sistem 
wilayah. Dalam penyimpanannya, arsip dapat disimpan secara 
horisontal (bertumpuk), vertikal (berderet ke belakang), atau lateral 
(berderet menyamping). Pengelolaan arsip membutuhkan beberapa 
peralatan dan perlengkapan seperti: filling cabinet, rotary filling, lemari 
arsip, rak arsip, map arsip, guide, odner, stapler, perforator, numerator, 
box arsip, dan label. Pemilihan kualitas peralatan arsip berpengaruh 
terhadap jangka waktu penyimpanan (Rosalin, 2017) 

Untuk menghindari penumpukan arsip, perlu ditetapkan jangka 
waktu penyimpanan atau retensi arsip. Berdasarkan Peraturan Kepala 
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 14 Tahun 2015, 
ditentukan masa simpan 2 tahun untuk arsip yang memiliki nilai guna 
administrasi, 5 tahun untuk yang memiliki nilai guna hukum, dan 10 
tahun untuk arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban keuangan. 

Meski kearsipan memiliki peran penting di dalam administrasi, 
tetapi saat ini masih banyak kantor yang tidak melakukan penataan 
arsip secara baik. Masih banyak dijumpai arsip yang hanya ditumpuk 
di gudang sehingga mudah dan cepat rusak, serta sulit untuk 
ditemukan kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Salah satu faktor 
utama yang menjadi penyebab buruknya penataan arsip adalah 
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rendahnya kesadaran para pegawai khususnya pimpinan akan arti 
penting arsip dalam administrasi. Kemungkinan lain adalah tidak 
tersedianya tenaga khusus atau ahli dalam bidang kearsipan 
(Wursanto, 1991) 

Di tingkat Desa, para perangkat desa dituntut untuk 
menyesuaikan pola pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang 
dinamis, termasuk kebutuhan akan informasi. Salah satu faktor yang 
dapat diperbaiki adalah tata kelola pengarsipan. Dengan tata kelola 
arsip yang baik, kecepatan pelayanan dapat ditingkatkan dan 
pengambilan keputusan sesuai dengan sasaran. Buruknya pengelolaan 
arsip di Desa pasti akan menjadi kendala keterlambatan proses 
layanan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa juga perlu memperhatikan 
pengelolaan arsip jika ingin sukses dalam melayani publik. Layanan 
dapat diberikan dengan cepat apabila arsip tertata dengan baik.  

Setiap Pemerintah Desa pasti mempunyai kewajiban memberikan 
layanan kebutuhan masyarakat melalui administrasi desa, seperti 
pembuatan KTP, Kartu Keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte 
kepemilikan tanah, dan lain lain. Dengan jumlah penduduk yang 
relatif banyak pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tugas 
kearsipan dengan cepat dan rapi. Pekerjaan kearsipan sangat 
berpengaruh terhadap proses administrasi yang pada akhirnya 
bermuara pada pelayanan kepada masyarakat / publik.  

Adapun fungsi arsip itu sendiri dalam administrasi pemerintahan 
desa yaitu mengatur, mengurus, memberikan perlindungan serta 
kepastian atas pelayanan kepada masyarakat desa.  Aparatur desa itu 
sendiri merupakan ujung tombak dalam proses pelayanan publik. 
Sehingga diharapkan aparatur desa mampu berkontribusi dalam 
mendokumentasikan arsip-arsip yang berkaitan dengan organisasi 
pemerintahan dan mampu memberdayakan pengelolaan arsip desa 
sehingga arsip desa dapat berfungsi dan bermanfaat dalam melayani 
dan memenuhi kepentingan masyarakat sehari-hari. Pelayanan masya-
rakat menjadi tugas utama dari pemerintah desa dalam menjalankan 
roda pemerintahan desa, karena pada dasarnya keberadaan peme-
rintahan desa adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat. Hasil akhirnya adalah 
terlaksananya pelayanan yang prima kepada masyarakat desa.  
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Permasalahan klasik masih sering terjadi seperti hilangnya arsip – 
arsip penting, kecepatan menemukan arsip membutuhkan waktu 
relatif lama, serta seringnya arsip aktif dan inaktif tercampur sehingga 
ketika dibutuhkan sulit ditemukan.  Permasalahan lainnya, yaitu masih 
kurangnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola arsip dengan 
baik dan benar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dengan cepat. Dengan mempertimbangkan permasalahan 
tersebut, maka disepakati diberikan Penyuluhan Manajemen 
Kearsipan Dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa di Desa 
Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 
 
2. KAJIAN TEORI 
2.1 Pelayanan Administrasi 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan 
secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena 
itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, 
meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang 
dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi 
kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.  

Pelayanan merupakan bagian dari administrasi dan salah satu 
aspek penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah 
melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya yang bersangkutan 
dengan pemerintah, untuk itulah pemerintah membentuk sistem 
administrasi dan birokrasi mulai dari pemerintahan yang paling tinggi 
sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah. Hal tersebut dimak-
sudkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi 
seluruh masyarakat dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. 

 
2.2 Manajemen Kearsipan 
2.2.1 Pengertian manajemen kearsipan 

Agar kegiatan kearsipan dapat berjalan dengan baik, maka 
diperlukan pengelolaan sistem kearsipan agar tujuan organisasi itu 
dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sistem 
kearsipan dikenal dengan istilah manajemen kearsipan yaitu rangkaian 
kegiatan mengelola seluruh unsur yang digunakan atau terlibat di 
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dalam proses pengurusan fungsi-fungsi, perencanaan, pengorgani-
sasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengendalian atau 
pengawasan terhadap arsip dan sumber daya yang ada untuk 
pengurusan kearsipan seperti pegawai kearsipan (arsiparis, archievist), 
fasilitas kearsipan dan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai 
pelaksanaan kegiatan kearsipan (Zulkifli, 2003). 
2.2.2 Pengertian kearsipan  

Menurut Wursanto arsip adalah kumpulan yang disimpan secara 
teratur karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan 
agar cepat di temukan kembali. 

Menurut Amsyah manajemen kearsipan adalah pekerjaan 
pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian dan pendis-
tribusian penyimpanan dan pemusnahan. Kearsipan mempunyai 
peranan penting sebagai pusat ingatan, sebagai pusat informasi, 
sebagai alat pengawasan, yang sangat di perlukan dalam setiap organi-
sasi, perencanaan, penganalisaan, pengembangan, pengambilan kepu-
tusan, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban.  
1. Jenis-jenis arsip  

Menurut Wursanto membagi jenis arsip di lihat dari beberapa 
segi di antaranya: 
a.  Arsip keuangan. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah 

keuangan seperti laporan keuangan, surat penagihan.  
b.  Arsip kepegawaian. Jenis arsip yang berhubungan dengan 

masalah kepegawaian, seperti daftar riwayat pegawai, surat 
lamaran, surat pengangkatan pegawai.  

c.  Arsip pemasaran. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah 
pemasaran seperti surat penawaran, surat pesanan, daftar harga 
barang, surat kebutuhan permintaan barang.  

d.  Arsip menurut bentuk dan wujudnya  
1.  Surat. Setiap lembaran kertas yang berisi informasi atau 

keterangan yang berguna bagi penyelenggara kehidupan 
organisasi seperti naskah perjanjian, notulen rapat, kwitansi, 
naskah berita acara dan kartu pegawai.  

2.  Pita rekaman. Yaitu media yang dapat diputar berulang sesuai 
dengan kebutuhan pengguna.  
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e.  Arsip menurut sifat kepentingannya  
1.  Arsip Nonesensial yaitu arsip yang tidak memerlukan 

pengolahan dan tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal 
yang penting sehingga tidak perlu disimpan dalam waktu 
yang terlalu lama, contohnya: antara lain, kartu undangan, 
pengumuman hari libur dan lain-lain. 

2.  Arsip yang diperlukan, yaitu arsip yang masih mempunyai 
nilai kegunaan, tetapi sifatnya sementara dan kadang-kadang 
masih dipergunakan atau dibutuhkan.  

3.  Arsip penting yaitu arsip yang masih mempunyai nilai 
hukum, pendidikan, keuangan dan dokumentasi.  

f.  Berdasarkan nilai guna   
Di tinjau dari segi kepentingan arsip dapat dibedakan atas:  
1.  Nilai guna primer  
 Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada 

kegunaan untuk lembaga yang menghasilkan arsip, nilai guna 
primer meliputi:  
(a) Nilai guna administrasi yaitu nilai guna arsip yaitu 

didasarkan pada kegunaan untuk melaksanakan tugas dan 
fungsi lembaga arsip.  

(b) Nilai guna hukum yaitu arsip yang berisikan bukti-bukti 
yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewa-
jiban warga negara dan pemerintah.  

(c) Nilai guna kegunaan yaitu arsip yang berisikan segala hal 
yang menyangkut transaksi dan pertanggung jawaban 
keuangan.  

(d) Nilai guna ilmiah dan teknologi yaitu arsip yang 
mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat 
hasil penelitian atau penelitian terapan.  

(e) Nilai guna sekunder adalah arsip yang didasarkan pada 
kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga atau kepen-
tingan umum serta kegunaannya sebagai bahan bukti 
pertanggung jawaban secara nasional.  

(f) Nilai guna pembuktian yaitu arsip yang mengandung 
fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk men-
jelaskan tentang bagaimana lembaga tersebut diciptakan 
dan dikembangkan.  
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(g) Nilai guna informasi adalah arsip yang mengandung 
informasi bagi kegunaan berbagai kepentingan. 

2.  Peranan arsip  
Arsip berperan penting dalam proses penyajian informasi 
bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan 
kebijakan. Oleh karena itu, untuk dapat manyajikan informasi 
yang lengkap, cepat, dan benar harus ada sistem dan 
prosedur kerja yang baik di bidang kearsipan (Barthos, 2005).  
Kearsipan mempunyai jangkauan yang amat luas yaitu baik 
sebagai alat untuk membantu daya ingatan manusia maupun 
dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Selain itu, 
kegunaan arsip antara lain:   
(a) endapan informasi kegiatan wujud dari instansi,  
(b) pendukung kearsipan bagi pembuat keputusan meme-

nuhi ketentuan yang berlaku, 
(c) sarana peningkatan efisiensi operasional instansi, dan  
(d) bukti eksistensi instansi.  

3.  Fungsi manajemen kearsipan  
Manajemen kearsipan dilakukan dengan melaksanakan 
fungsi-fungsi manajemen yang bentuknya yaitu aktivitas-
aktivitas perencanaan kearsipan, pengorganisasian bidang 
kearsipan, penyusunan personalia (staf) bagian kearsipan, 
pengarahan kerja pegawai kearsipan dan pengawasan 
terhadap kagiatan pokok (operasional) kearsipan.  
Menurut teori di atas, fungsi-fungsi manajemen kearsipan 
antara lain: 
(a) Fungsi perencanaan. Perencanaan adalah rangkaian 

kegiatan merumuskan dan menentukan berbagai kegiatan 
yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh 
karena itu dalam melakukan perencanaan, kita harus 
benar-benar memikirkan hal-hal buruk atau kendala yang 
mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang di 
rencanakan, serta memikirkan alternatif yang bisa 
dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi. Fungsi 
perencanaan dalam bidang kearsipan dilakukan dengan 
menyusun pola klasifikasi arsip, kode, dan indeks, 
menyusun pedoman pemrosesan surat masuk dan keluar, 
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menyusun jadwal retensi arsip, dan perencanaan fasilitas 
atau pembekalan yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
aktivitas kearsipan.  

(b) Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian yang merupa-
kan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai 
dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, 
dan lingkungan yang melingkupinya. Adapun fungsi 
pengorganisasian kearsipan dilakukan dengan melak-
sanakan pembagian kerja, menentukan hubungan kerja 
intern unit kearsipan, dan antara unit kearsipan dengan 
unit pengelola di dalam organisasi.  

(c) Fungsi penyusunan staf. Fungsi manajemen dalam 
pengisian jabatan didefnisikan sebagai pengisian jabatan 
dalam struktur organisasi dengan cara mengindentifikasi 
kebutuhan tenaga kerja, mendaftar tenaga kerja yang ada, 
merekrut, memilih, menepatkan, promosi, menilai, 
memberi imbalan, dan melatih orang yang diperlukan. 
Proses staffing dapat dipandang sebagai sebuah prosedur 
langkah demi langkah yang berkesinambungan untuk 
menjaga agar organisasi selalu memperoleh orang-orang 
yang tepat dalam posisi yang tepat pada waktu yang tepat.  

(d) Fungsi pengawasan. Pengawasan adalah suatu upaya yang 
sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada 
sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik 
informasi, membandingkan prestasi yang terjadi dengan 
standar yang telah ditetapkan, kemudian menentukan 
apakah terjadi penyimpangan dan mengukur signifikansi 
tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan. Sedangkan 
fungsi pengawasan adalah mengukur dan mengoreksi 
prestasi kerja bawahan.  

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kearsipan berguna untuk 
menunjang terciptanya sistem kearsipan yang baik. Oleh karena itu 
orang yang mengelola sebuah sistem harus mampu melaksanakan 
fungsi-fungsi manajemen kearsipan dengan optimal demi tercapainya 
tujuan organisasi. 
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3.  METODE PELAKSANAAN 
3.1  Lokasi Pengabdian Masyarakat 
 Program pengabdian masyarakat dilaksanakan selama satu bulan. 
Tempat pelaksanaan kegiatan di Kantor Desa Segorotambak 
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

 
Gambar 1 Peta lokasi mitra (Sumber: Sidoarjo.Bps.Go.Id, n.d.) 

 
3.2 Metode Pelaksanaan 

Program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kemampuan perangkat desa di Kecamatan Sedati 
Sidoarjo. Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat 
dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: 
Tahap 1 Perencanaan.  

Pada tahap perencanaan ini, merupakan tahapan persiapan 
sebelum program pengabdian masyarakat dilaksanakan, yaitu: 
1. Persiapan kegiatan berupa survey dan kunjungan pendahuluan 

ke Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Sidoarjo 
2. Melakukan pemetaan persoalan yang dihadapi dalam tata kelola 

arsip di ke dua desa tersebut, melalui observasi dan wawancara. 
Observasi diperlukan untuk melihat proses pengarsipan dan 
sikap perilaku pelaksananya. Sedangkan wawancara dilakukan 
untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi serta solusi 
yang sudah dilakukan 

3. Mempersiapkan materi penyuluhan 
 



 

170        ASPEK ILMU ADMINISTRASI 

Tahap 2 Pelaksanaan.  
Pada tahap pelaksanaan ini, merupakan tahap pelaksanaan 

program pengabdian masyarakat setelah dilakukan persiapan yaitu: 
1. Pelaksanaan Penyuluhan 

a. Mempersiapkan materi dan penggandaan materi  
b. Pelaksanaan Penyuluhan, dilakukan penyuluhan tentang 

tata kelola arsip yang efektif dan efisien melalui focus group 
discussion (FGD) dan demonstrasi penggunaan peralatan 
arsip untuk memberikan pemahaman tentang fungsi 
peralatan dan manfaatnya bagi kegiatan pengarsipan. 
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh pema-
haman yang baik tentang pengelolaan arsip dan cara-cara 
implemen-tasinya di lapangan.  

Tahap 3 Evaluasi   
Pada tahap evaluasi ini, merupakan tahap penilaian atas 

pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang dilakukan, yaitu: 
1. Evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan yang telah 

dilakukan oleh Tim pelaksana PPM (Program Pengabdian 
Masyarakat) kepada perangkat Desa yang ada di Kantor Desa 
Segorotambak Kecamatan Sedati dengan kriteria dan indikator 
pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk 
menjustifikasi tingkat keberhasilan kegiatan ini adalah: 
a. Apakah perangkat desa yang mengikuti penyuluhan, dapat 

memahami dengan jelas materi yang diberikan.  
b. Apakah perangkat desa yang ada di Kantor Desa 

Segorotambak Kecamatan Sedati telah mampu membuat 
dan mempraktekkan kegiatan proses kearsipan dengan baik 
dan benar sesuai dengan materi penyuluhan. 

 
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat 
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi diuraikan sebagai 
berikut. 
1.    Melakukan pemetaan persoalan yang dihadapi dalam tata kelola 

arsip di ke dua desa tersebut, melalui observasi dan wawancara. 
Observasi diperlukan untuk melihat proses pengarsipan dan 
sikap perilaku pelaksananya. Sedangkan wawancara dilakukan 
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untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi serta solusi 
yang sudah dilakukan 

2.    Dilakukan penyuluhan tentang tata kelola arsip yang efektif dan 
efisien melalui focus group discussion (FGD) dan demonstrasi 
penggunaan peralatan arsip untuk memberikan pemahaman 
tentang fungsi peralatan dan manfaatnya bagi kegiatan 
pengarsipan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh 
pemahaman yang baik tentang pengelolaan arsip dan cara-cara 
implementasinya di lapangan.  

3.    Evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan yang telah 
dilakukan oleh Tim pelaksana PPM kepada perangkat Desa 
yang ada di Kantor Desa Segorotambak Kecamatan Sedati 
dengan kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur 
yang digunakan untuk menjustifikasi tingkat keberhasilan 
kegiatan ini 

 

    
Gambar1. Wawancara dengan salah satu perangkat desa. 

 

 
Gambar 2. Proses memasukkan data 



 

172        ASPEK ILMU ADMINISTRASI 

    
Gambar 3. Memeriksa lemari tempat penyimpanan arsip. 

 

    
Gambar 4. FGD (Focus Group Discussion) dengan perangkat desa. 

 

 
Gambar 5. Demonstrasi/praktek dan Evaluasi. 
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5.  KESIMPULAN  
Program pengabdian masyarakat penyuluhan peningkatan 

pelayanan administrasi desa melalui manajemen kearsipan di Desa 
Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah dapat 
dijalankan dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Dengan 
kerjasama tim pengabdian yang baik dan peran serta aktif dari mitra 
dalam kegiatan pengabdian kepada Perangkat Desa berjalan sesuai 
yang diharapkan dan harapannya dapat memberikan manfaat bagi 
mitra pengabdian masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat di waktu yang akan datang. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Analisis Situasi 

Pelaksanaan pembangunan baik skala lokal, regional maupun 
nasional akan lebih mudah dan berhasil jika kelompok-kelompok 
kecil masyarakat terlibat secara aktif dan mampu merumuskan sendiri 
tingkat kebutuhan dasarnya. Selain itu, masyarakat juga terlibat aktif 
dalam pelaksanaan pembangunannya. Keterlibatan masyarakat secara 
aktif akan mendorong kelompok-kelompok kecil masyarakat ini 
untuk dapat merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai 
dengan kebututan masyarakat. 

Perumahan Larangan Mega Asri, Kelurahan Candi, Sidoarjo, 
Jawa Timur  adalah salah satu Rukun Warga yakni RW 08 dari 9 RW 
yang ada di Desa Larangan, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, 
Jawa Timur. Masyarakat Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, 
Sidoarjo, Jawa Timur merupakan sebagian masyarakat Desa Larangan 
yang memiliki kesadaran penuh untuk melakukan perubahan menuju 
kesejahteraan dengan konsep program yang disebut sebagai 
“Kampoeng Bermutu”. Konsep tersebut akan dilakukan secara 
konsisten dalam skala sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
warga RW 08 (Perumahan Larangan Mega Asri) sendiri. Konsep 
”Kampoeng Bermutu” merupakan suatu gerakan untuk memotivasi 
masyarakat di lingkungan Perumahan Mega Asri agar terlibat secara 
aktif dalam pelaksanaan pembangunan melalui kesadaran sendiri, 
bukan tarikan/ paksaaan dari atas/penguasa.  
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“Kampoeng Bermutu” terdiri atas dua kata yaitu “Kampoeng” 
dan “Bermutu”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, mutu  
adalah ukuran tentang baik buruk dari suatu benda atau bicara 
tentang kadar, taraf atau derajat (misalnya kepandaian atau 
kecerdasan). Bermutu berarti baik mutunya, berbobot tulisannya, 
berkualitas barangnya, bertaraf. Kampoeng menunjuk pada kelompok 
rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni oleh orang yang 
berpenghasilan rendah). “Kampoeng Bermutu” bisa diartikan pula 
kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu 
tertelak di bawah kecamatan. 

Berdasarkan kedua istilah tersebut, “Kampoeng Bermutu” 
merupakan suatu wilayah yang merupakan kesatuan administrasi 
terkecil di bawah kecamatan yang warganya memiliki kesadaran untuk 
meningkatkan taraf hidup atau derajat sosialnya. Mengacu kepada 
pendekatan tersebut, yang dimaksud dengan “Kampoeng Bermutu” 
sebuah program untuk (1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
yang bertumpu pada gerakan kesadaran masyarakat untuk hidup dan 
berfikir secara sehat, (2) kesadaran terhadap kemandirian ekonomi 
dan pola konsumsi pangan yang berorientasi pada Keragaman, 
Keamanan dan Kandungan Gizi (K3G), (3) kesadaran untuk 
menghargai dan menjaga  keberagaman warga, baik budaya, etnis, 
sosial, dan lain-lain, (4) kesadaran untuk mempertahankan dan 
melaksanakan nilai kebe-naran universal, (5) kesadaran terhadap 
kebutuhan akan kelestarian dan pelestarian lingkungan, (6) kesadaran 
terhadap kebutuhan akan keamanan kolektif lingkungan, serta (7) 
kesadaran untuk memperoleh pengetahuan yang memadai.  

“Kampoeng Bermutu” merupakan Kristalisasi ide dan 
kebutuhan dasar yang diuraikan dalam rencana program. Sebagai 
kristarlisasi ide, “Kampoeng Bermutu” harus senantiasa menjadi 
pegangan warga dalam melaksanakan nilai-nilai bersama. 

 
1.2. Permasalahan dan Analisis 

Permasalahan yang terjadi  di lingkungan Perumahan Larangan 
Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur selain disebabkan faktor 
internal juga disebabkan oleh faktor eksternal (faktor  makro) yang 
berasal tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun 
pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar 
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mana kala tidak pernah dilakukan identifikasi serta tidak dicari 
sumber penyebab masalah. 

Permasalahan utama yang terkait dengan program pembangunan 
di Wilayah RW 08 Desa Larangan, Kecamatan Candi Sidoarjo adalah 
bahwa pelaksanaan program pembangunan tidak direncakan secara 
matang terlebih dahulu atau dengan kata lain tidak ada dokumen 
perencanaan pembangunan yang dipakai sebagai acuan dalam 
pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan program pembangunan yang 
dilakukan selama ini hanya berdasarkan kondisi sesaat dan hanya 
merupakan pemikiran beberapa pengurus RW saja dan belum 
melibatkan elemen masyarakat yang lain. 

Adapun permasalahan teknis yang dihadapi oleh masyarakat 
Rukun Warga (RW) 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, 
Sidoarjo, Jawa Timur  adalah sebagai berikut. 
a. Di wilayah sekitar perumahan dan daerah-daerah atasnya telah 

beralih fungsi dari sawah menjadi  perumahan sehinga daerah 
resapan berkurang akibatnya sering terjadi banjir saat musim 
penghujan.  

b. Lokasi perumahan berdekatan dengan pasar larangan, pasar 
burung, pasar loak, dan terminal Sidoarjo serta rel kereta api 
sehingga sangat rawan terhadap keamanan/pencurian.  

c. Timbulnya berbagai penyakit yang diderita oleh sebagian warga 
karena pola makan yang kurang sehat serta sanitasi lingkungan 
yang kurang bagus. 

d. Sebagian warga mempunyai jiwa bisnis, namun potensi tersebut 
belum dikembangkan secara optimal serta belum ada lembaga 
yang representatif yang  mewadahi kreativitas warga tersebut. 

e. Warga perumahan Larangan Mega Asri Candi, Sidoarjo, Jawa 
Timur berasal dari berbagai macam suku, etnis, agama, dan 
golongan sehingga rentan terjadi konflik sosial. 
Adapun model analisis yang digunakan adalah  analisis strengths, 

weaknesses, opportunities, dan threats yaitu dengan melakukan analisis 
terhadap kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal 
Perumahan Larangan Mega Asri.  Dengan analisis strengths, weaknesses, 
opportunities, dan threats ini dapat dirumuskan kekuatan (strengths), 
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), serta tantangan/ 
ancaman (threaths) yang akan dihadapi oleh warga Perumahan 
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Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo. 
Berdasarkan hasil analsisis strengths, weaknesses, opportunities, dan 

threats tersebut, selanjutnya akan dapat dirumuskan program dan 
kegiatan  yang tepat. Dengan program dan kegiatan yang sesuai akan 
mempercepat tercapainya visi, misi  dan tujuan organisasi.  

 
1.3. Target 

Secara umum, target penyusunan visi, misi, dan program kerja 
“Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, 
Sidoarjo , Jawa Timur adalah sebagai gaiden (acuan) bagi Pengurus 
Rukun Warga  dan serta unit-unit organisasi terkait di lingkungan 
Perumahan Larangan Mega Asri dalam melaksanakan kegiatan 
pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Secara 
lebih khusus, penyusunan visi, misi, dan program kerja “Kampoeng 
Bermutu”  Perumahan Larangan Mega Asri Desa Larangan 
Kecamatan Candi Sidoarjo ini bertujuan agar Pengurus RW/RT, unit-
unit orgasisasi di lingkungan Perumahan, warga Perumahan Larangan 
Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur serta stakeholder terkait 
memiliki kesamaan pandangan dan pijakan dalam melakukan kegiatan 
pembangunan di masa yang akan datang. Jadi, dengan tersusunnya 
visi, misi, dan program Kerja “Kampoeng Bermutu”  dapat dipakai 
acuan sebagai berikut.  
a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Perumahan 

Larangan Mega Asri dalam kegiatan pembangunan khususnya 
pembangunan di lingkungan Perumahan Larangan Mega Asri, 
Candi, Sidoarjo , Jawa Timur.  

b. Mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam 
mengembangkan potensi diri Sumber Daya Manusia dan Sumber 
Daya Alam  yang ada di  lingkungannya. 

c. Mempercepat proses tercapainya tujuan “Kampoeng Bermutu”.  
Adapun manfaat penyusunan visi, misi, dan program kerja 

“Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri  Desa 
Larangan Candi  Sidoarjo, Jawa Timur adalah sebagai berikut. 
a. Memberi arah kegiatan pembangunan di lingkungan Perumahan 

Larangan Mega Asri Desa Larangan Kecamatan Candi Sidoarjo. 
b. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan. 
c. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat. 
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1.4. Keluaran (Output) 
Keluaran (Output) dari kegiatan penyusunan visi, misi, dan 

program kerja “Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega 
Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur ini berupa dokumen Perencanaan 
Pembangunan  baik berupa program fisik maupun non fisik yang 
berasal dari usulan pengurus RW, Pengurus RT, Unit-unit organisasi 
di lingkungan Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa 
Timur serta stakeholder lainnya yang dijarinng dengan pendekatan 
partisipatif. 
 
2. Landasan Teori 
2.1. Arti Penting Pemberdayaan 

Menurut Rosmedi (Rosmedi and Risyanti 2006) arti pember-
dayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber-menjadi 
kata”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya 
kekuatan. Berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila 
diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran –an 
manjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya 
atau mempunyai kekuatan. 

Menurut (Sugarto 2005) secara konseptual pemberdayaan 
(emperworment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). 
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya 
kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 
kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga 
mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas 
mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari 
kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber 
produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 
pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang 
mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 
keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.  

Apa saja upaya yang dapat dilakukan agar langkah pemberdayaan 
dapat dilakukan secara optimal? Menurut (Moeljarto 1993) 
mengemukakan setidaknya terdapat 6 langkah yang perlu diupayakan 
dalam pemberdayaan terhadap masyarakat. 
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a. Mengingat pemberdayaan bertujuan untuk menekan perasaan 
ketidakberdayaan masayarakat, maka langkah konkrit yang perlu 
dilakukan adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya 
dalam struktur sosial politik. 

b. Perlu ditumbuhkan kesadaran dan langkah reorganisasi dalam 
rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidup. 

c. Perlu ditanamkan rasa kesamaan atau egalitarisasi dan 
pemahaman bahwa kemiskinan atau ketidakberdayaan terjadi 
bukan karena takdir melainkan penjilmaan dari konstruksi sosial. 

d. Merealiasikan pembangunan dengan melibatkan masyarakat kecil 
secara penuh. 

e. Perlu adanya pembangunan sosial budaya pada masyarakat 
miskin, artinya pada masyarakat kecil perlu ditanamkan nilai-nilai 
positip seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan 
kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas serta kualitas kerja 
dan sebagainya. 

f. Perlunya redistribusi infrastruktur pembangunan secara merata. 
Menurut (Sudarmanto dkk 2020), pemberdayaan masyarakat 

adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga 
tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. 
Sementara dikutip dari penjelasan di buku Pengembangan Masyarakat 
karya (Zubaedi 2013), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan 
dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok 
masyarakat. 

Dengan demikian jenis kegiatan pemberdayaan atau model 
pengembangan kegiatan yang sesuai haruslah mengacu kepada 
kemampuan masyarakat, aspirasi dan kesesuaian dengan kondisi lahan 
serta prospek pengembangan di masa yang akan datang. 

 
2.2. Prinsip dan Pendekatan Pemberdayaan 

Menurut (Mardikanto 2012) mengemukakan bahwa terdapat 
sejumlah prinsip pemberdayaan yang dapat digunakan sebagai 
kerangka acuan di antaranya: 
a. keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung pada kejelasan 

tujuan yang ditetapkan sebelumnya; 
b. masalah efektivitas pemberdayaan kedisiplinan, keseriusan serta 

sikap professional di kalangan para fasilitator; 
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c. adanya kemauan dan partisipasi untuk ikut terlibat dalam 
konteks pengabdian  pemberdayaan tergantung pada sejauh mana 
masyarakat diberi kesempatan dalam proses perumusan tujuan 
program dan pemilihan mereka yang terlibat di lapangan; 

d. adanya pemanfaatan kombinasi antara pengetahuan dan 
informasi baik itu dari            dalam maupun di luar masyarakat yang 
dinilai dapat meningkatkan efektivitas           pemberdayaan; 

e. perlu lebih dipertimbangkan masalah faktor budaya masyarakat 
dengan harapan karena bisa mengefektifkan kegiatan  
pemberdayaan; 

f. kalau sistem administrasi pemerintahan  bersifat desentralisasi, 
maka tentu hal ini dapat berpengaruh pada lebih meningkatnya 
partisipasi masyarakat; 

g. untuk lebih mengefektifkan klien (penerima manfaat) dengan 
para fasilitator maka perlu lebih diperhatikan pengunaan 
pendekatan gender dalam kegiatan pemberdayaan; 

h. kelihatan pemberdayaan akan lebih efektif jika berlangsung 
dalam masyarakat yang lebih tertutup dalam arti sering terjadi 
kontak serta komunikasi antara para fasilitator dengan  para 
penerima manfaat; 

i. untuk lebih mengefektifkan kegiatan pemberdayaan tentu harus 
pula ditopang oleh suatu kepemimpinan yang efektif; 

j. kegiatan pemberdayaan juga akan lebih efektif apabila terjadi 
komunikasi yang berlangsung secara timbal balik antara peneliti, 
penjual produk, penyedia input serta masyarakat. 
 

2.3. Dimensi Utama Pemberdayaan 
Indikator pemberdayaan terdiri atas (1) akses, dalam arti 

kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif di dalam 
lingkungan, (2) partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam 
mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut, (3) 
kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan 
yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya 
tersebut,  (4) manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-
sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau 
pembangunan secara bersama dan setara  keberhasilan. 
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2.4. Pengolahan Sampah  
Pengolahan sampah terpadu yang dapat dilakukan masyarakat 

yaitu Integrated Rubbish Managing Sistem. Pengelolaan sampah terpadu 
merupakan sistem yang mengkombinasikan berbagai cara pengelolaan 
sampah seperti daur ulang, recycling center, pengomposan, perubahan 
image pemulung, pembuatan kerajinan sampah, sampai dengan 
pengadaan pembangkit listrik tenaga sampah (Sejati 2009). 

Sistem node, sub point, dan centre point sistem merupakan inovasi dari 
sistem pengolahan sampah secara terpadu dan profesional. Caranya 
dengan melakukan pembagian area berdasarkan centre, sub point, dan 
node. Pengolahan yang dimaksud di sini adalah mengubah sampah-
sampah organik yang telah dikumpulkan menjadi bahan daur ulang 
yang siap dipakai (Sejati 2009). 

Pengelolaan sampah terpadu dengan bank sampah. Bank 
sampah yaitu suatu tempat di mana terjadi kegiatan pelayanan 
terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. 
Ruangan bank sampah dibagi dalam tiga ruang atau locker tempat 
menyimpan sampah yang ditabung sebelum diambil oleh pengepul 
atau pihak ketiga (Suwerda 2012). Pada prinsipnya pelayanan di bank 
sampah sama seperti di bank pada umumnya, bedanya adalah yang 
ditabung ini adalah sampah. Jadi, dari rumah tangga sudah dipilah 
sesuai jenisnya lalu dibawa ke bank sampah untuk ditabung. Bank 
sampah juga melakukan pengelolaan sampah dengan memberdayakan 
masyarakat. Masyarakat diajarkan mendaur ulang sampah, membuat 
kompos sampai sampah tersebut menjadi produk yang memiliki nilai 
ekonomi. 

 
2.5. Daur Ulang 

Proses daur ulang merupakan satu rantai dengan proses 4R 
(Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery). Proses reduce adalah proses 
pengurangan sampah itu sendiri, di mana material bekas bisa 
digunakan berulang-ulang sehingga tidak langsung dibuang.  
Sedangkan proses reuse adalah menggunakan barang yang sama untuk 
tujuan yang berbeda. Proses recycle dan recovery adalah proses 
pemanfaatan kembali sampah dengan mengubahnya menjadi barang 
yang bernilai.  
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3. METODE PELAKSANAAN 
3.1. Pendekatan 

Penyusunan visi, misi dan program kerja “Kampoeng Bermutu” 
Perumahan  Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur 
menggunakan pendekatan sebagai berikut. 
a. Community Based Development, yaitu model perencanaan program 

yang dirancang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber 
daya manusia baik dari sisi mentalitas maupun peningkatan 
ketrampilannya untuk mendukung kemandirian aktivitas kegiatan 
ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraannya. 

b. Local Resources Linkage, yaitu bahwa dalam penyusunan  program 
dirancang dan dilakukan dengan mengacu pada potensi diri 
masyarakat sehingga tingkat adaptasinya dan implementasinya 
akan lebih mudah diterima secara sukarela oleh masyarakat dan 
diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar 
serta dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

c. Participatory Principle, penyusunan program yang dilakukan 
diharapkan dapat menjadi stimulus yang dapat mendorong 
terjadinya gerakan yang dapat melibatkan sebanyak mungkin 
elemen masyarakat mulai dari unsur pemerintah, lembaga sosial, 
dan organisasi masyarakat serta stakeholder yang lain untuk 
bersama-sama terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
program disusun. 

d. Sustainable Development Planning, yaitu program yang akan 
dilakukan dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan akan 
terjadi keberlanjutan dari waktu ke waktu, sehingga peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara terus menerus 
dan dilakukan secara  mandiri dari masyarakat. 

e. Comprehenship  Development Planning, yaitu model perencanaan 
program yang mengutamakan  keterlibatan dan fungsi dari 
berbagai elemen masyarakat sehingga dapat terintegrasi tidak 
overlaping, serta terpadu satu dengan lainnya. 
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3.2. Jenis Kebutuhan Data dan Metode Pengumpulan Data 
a. Data primer  

Data yang berhubungan dengan kondisi riil masyarakat baik yang 
menyangkut kondisi sosial dan ekonomi maupun kondisi lingkungan 
fisik Perumahan Larangan Mega Asri. Pengumpulan data primer 
menggunakan  beberapa metode antara lain diskusi kelompok  (focus 
group discusion), wawancara secara mendalam dengan beberapa tokoh 
masyarakat (indept interview) dan unit-unit organisasi yang ada di 
Lingkungan Perumahan Larangan Mega Asri.  
b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dan digali dengan mengumpulkan 
dokumen-dokumen dari instansi terkait. Pengumpulan data sekunder 
dilakukan  melalui teknik dokumenter yaitu mengumpulkan 
dokumen-dokumen dari berbagai instansi terkait.  

 
3.3. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahandan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
untuk menjelaskan keadaan dan temuan-temuan di lapangan. Selain 
itu, beberapa item yang dapat memperkuat analisis kualitatif akan 
dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan alat statistik yang 
sesuai. 

 
3.4. Desain Pelaksanan Kegiatan 

Penyusunan visi, misi, dan program kerja “Kampoeng Bermutu” 
Perumahan Larangan Mega Asri Desa Larangan dilakukan dengan 
menggunakan metode survei yaitu pencarian data   yang diarahkan 
untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang permasalahan, 
keinginan dan harapan masyarakat dengan mengumpulkan data  
primer dari masyarakat  secara langsung serta data sekunder 
(dokumen) dari instansi terkait. Adapun pelaksanaan pekerjaan ini 
dilakukan melalui serangkaian kegiatan kegiatan sebagai berikut. 
a. Sosialisasi awal rencana penyusunan visi, misi, dan program 

“Kampoeng Bermutu” Perumahan Larangan Mega Asri Desa 
Larangan Kecamatan Candi Sidoarjo. 
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b. Pengumpulan data primer, yang meliputi: 
1. penyebaran kuesioner/daftar isian program kepada Pengurus 

RW 08, Pengurus RT di lingkungan RW 08 dan beberapa 
elemen masyarakat yang lain, 

2. Focus Group Discussion (FGD) 
c. Pengolahan dan analisis data. 
d. Penyusunan visi dan misi “Kampoeng Bermutu” Perumahan 

Larangan Mega Asri Desa Larangan Kecamatan Candi Sidoarjo 
Jawa Timur. 

e. Penyusunan program “Kampoeng Bermutu” Perumahan 
Larangan Mega Asri Desa Larangan Kecamatan Candi Sidoarjo 
Jawa Timur. 

 
4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
4.1. Hasil 

Berdasarkan hasil survei di Perumahan Larangan Mega Asri, 
Candi, Sidoarjo, Jawa Timur melalui pengamatan langsung di 
lapangan serta wawancara dan diskusi dengan berbagai stakeholder 
terkait dihasilkan temuan-temuan sebagai berikut. 
4.1.1. Gambaran umum RW 08 Perumahan Larangan Mega 

Asri, Candi, Sidoarjo  
Perumahan Larangan Mega Asri (Rukun Warga 08 Desa 

Larangan) merupakan salah satu RW di Desa Larangan Kecamatan 
Candi Kabupaten Sidoarjo. Rukun Warga 08 merupakan kawasan 
perumahan, yaitu Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, 
Jawa Timur. Secara geografis posisi RW 08 Perumahan Larangan 
Mega Asri berada di Desa Larangan sebelah barat, persisnya di 
belakang (sebelah barat) Pasar Larangan Sidoarjo. Adapun batas-batas 
wilayah  RW 08 Desa Larangan adalah sebagai berikut: 
Sebelah Timur :  Pasar Larangan Sidoarjo  
Sebelah Selatan : Pasar Burung/Pasar Loak Sidoarjo dan Desa 

Tenggulunan 
Sebelah Utara :  Perumahan Sidokare Indah Kelurahan Sidokare  
Sebelah Barat :  Desa Tenggulunan 
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Secara administratif RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, 
Candi, Sidoarjo, Jawa Timur terdiri dari 9 Rukun Tetangga (RT), 
yakni mulai dari RT 31 s/d RT 39. Jumlah Keluarga di seluruh RW 
08 kurang sebih sekitar 500 keluarga (KK) dengan dengan jumlah 
penduduk sekitar 2.000 jiwa. Penduduk/warga RW 08 dapat 
diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu warga tetap dan warga 
tidak tetap (pengontrak). Namun dari dua kategori tersebut, yang 
lebih banyak adalah warga berdomosili tetap.  
4.1.2. Visi dan misi RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, 

Candi, Sidoarjo, Jawa Timur  
Seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan 

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang tertuang 
dalam dokumen perencanaan harus dapat mengantarkan tercapainya 
visi dan misi RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo 
, Jawa Timur. 

Visi RW 08 adalah menjadikan RW 08 Perumahan Larangan 
Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur  sebagai pelopor “Kampoeng 
Bermutu” di Indonesia. 

Misi RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo , 
Jawa Timur adalah sebagai berikut. 
a. Meningkatkan kesejahteraan warga RW 08 Perumahan Larangan 

Mega Asri, Candi, Sidoarjo melalui usaha mandiri. 
b. Meningkatkan kesejahteraan warga RW 08 Perumahan Larangan 

Mega Asri, Candi, Sidoarjo melalui pembinaan rohani dan 
kegiatan sosial. 

c. Meningkatkan peran serta warga RW 08 Perumahan Larangan 
Mega Asri, Candi, Sidoarjo dalam pembangunan Rukun Warga.  

d. Meningkatkan kesadaran warga untuk hidup sehat  melalui 
diversifikasi  pangan dan perbaikan lingkungan. 

e. Meningkatkan kesadaran warga untuk menghargai dan menjaga 
keberagaman. 

f. Meningkatkan pengetahuan warga melalui gerakan edukasi 
bersama. 
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4.1.3. Rumusan prioritas masalah RW 08 Perumahan Larangan 
Mega Asri 

Sebagaimana telah diketahui, RW 08 Perumahan Larangan Mega 
Asri, Candi, Sidoarjo memiliki cukup banyak akses masuk maupun 
keluar perumahan sehingga sangat rawan dari segi keamanan. Di 
samping itu, pengelolaan keamanan masih  dilakukan oleh masing-
masing Rukun Tetangga yang memerlukan koordinasi yang kuat. 
Kelemahan dalam koordinasi keamanan menyebabkan rawan terjadi 
kejahatan. Selain itu, pengelolaan keamanan oleh masing-masing 
Rukun Tetangga menyebabkan inefisiensi ketidakseimbangan dalam 
pola pengamanan. 

Demikian pula penanganan pembuangan sampah dilakukan oleh 
masing-masing Rukun Tetangga sehingga menimbulkan biaya tingggi. 
RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur 
memiliki unit-unit kegiatan yang tidak/belum jelas tata kelolanya dan 
belum memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak atau belum 
memiliki Standart Operating Prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya 
sehingga kadang-kadang problematik di lapangan. 

Secara lebih spesifik permasalahan Rukun Warga (RW) 08 
Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting  sebagai 
berikut. 
a. Bidang kesehatan 

1. Timbulnya berbagai penyakit yang diderita oleh sebagian 
warga karena pola makan yang kurang sehat, seperti diabet, 
hipertensi, jantung, dan ginjal. 

2. Secara insidentil masih timbul penyakit yang disebabkan 
faktor sanitasi yang kurang baik, seperti demam berdarah, 
malaria, kaki gajah dan sebagainya. 

b. Bidang lingkungan dan permukiman  
1. Elevasi tanah yang tidak merata, ada yang tinggi ada yang 

rendah,  sehingga pada saat hujan beberapa tempat terge-
nang air sampai masuk rumah. Selain elevasi tanah tidak 
merata, drainase juga kurang bagus, aliran air pada saluran 
perumahan (selokan) ke pematusan kurang lancar dan pada 
tempat tempat tertentu tertentu terdapat banyak sedimentasi 
sampah. Meskipun sudah dibangun sudetan ke pematusan 
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belum mampu mengatasi banjir, hanya lebih mempercepat 
mengalirnya genangan. 

2. Meskipun sudah dibentuk bank sampah pada masing-masing 
Rukun Tetangga, namun volume sampah yang dihasilkan 
masih cukup banyak. Karena yang diterima bank sampah 
hanya sampah anorganik yang laku dijual seperti plastik, 
kertas, besi, aluminium, dan sebagainya. Sementara sampah 
organik berupa limbah rumah tangga yang kompisisnya 
cukup banyak belum diolah/dikelola, dan dibuang ke bak 
sampah untuk dilanjutkan dibuang ke Tempat Pembuangan 
Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir. 

3. Meskipun banyak tanaman di depan rumah warga, secara 
umum penghijauan belum sepenuhnya terlaksana dengan 
baik. Hal ini berkaitan dengan kurangnya kesadaran warga 
akan pentinngya tanaman penghijaun.  

c. Bidang keamanan  
1. Lokasi perumahan berdekatan dengan Pasar Larangan, Pasar 

Burung dan Pasar Loak, Terminal Sidoarjo serta Rel Kereta 
Api sehingga sangat rawan terhadap keamanan/pencurian.  

2. Banyak akses untuk masuk dan keluar wilayah perumahan 
Larangan Mega Asri, sehingga sulit mendeteksi orang keluar 
masuk perumahan. 

d. Bidang ekonomi  
1. Para pelaku usaha mikro di lingkungan perumahan cukup 

potensial, namun perlu peningkaan skill.  
2. Beberapa warga memiliki tingkat pendapatan yang rendah 

dan kurang memiliki akses ekonomi dalam skala yang lebih 
luas. 

3. Belum memiliki badan usaha ekonomi secara reprsentative 
yang dapat menampung dan menaungi kegiatan ekonomi 
warga Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, 
Jawa Timur.  

4. Terdapat sumber daya ekonomi  potensial yang berupa 
antara lain: lahan kosong serta aset-aset yang 
dimiliki/dibawah pengolaaan RW/RT belum dimanfaatkan 
secara optimal. 
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e. Bidang sosial budaya, mental dan spiritual 
1. Kecenderungan masyarakat meninggalkan budaya lokal/ 

tradisional, khususnya pangan, dan menerima begitu saja 
budaya asing tanpa reserve, telah menimbulkan kegagapan 
budaya. Pada nilai-nilai budaya lokal yang ditinggalkan 
tersebut sebenarnya merupakan nilai budaya lokal yang baik. 
Oleh karena itu perlu menggali lagi  budaya lokal agar 
eksistensinya tetap bertahan, sekaligus memberikan 
pemahaman/persepsi yang sama akan pentingnya menggali 
kembali, mempertahankan dan memanfaatkan budaya lokal 
tersebut. 

2. Warga Perumahan Larangan Mega Asri cukup heterogen, 
terdiri dari berbagai suku, etnis, agama dan golongan 
sehingga rawan konflik sosial. 

3. Ada beberapa warga yang kurang memiliki akses ekonomi 
dan pendapatan rendah, sehingga memerlukan bantuan 
warga lainnya. 

4. Masih terdapat sebagian warga Perumahan Larangan Mega 
Asri belum terjamin pendidikannya karena keterbatasan 
ekonomi orang tuanya. 

5. Pemahaman masyarakat tentang agamanya masih perlu 
ditingkatkan, untuk menjamin terpelihahanya kerukunan dan 
keragaman. 
 

4.2. Luaran  
Luaran dari hasil kegiatan ini berupa prioritas program pem-

bangunan RW 08. Program pembangunan Rukun Warga (RW) yang 
disusun  sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagai-
mana tersebut dalam rumusan masalah diatas sehingga diharapkan 
prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan  nantinya 
benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di 
masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan 
Rukun Warga (RW) secara langsung dapat berperan aktif dalam 
peningkatan kesejahteraan  Rukun Warga (RW). Rumusan prioritas 
kebijakan dan program pembangunan Rukun Warga (RW) 08 adalah 
sebagai berikut: 
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4.2.1. Peningkatan kualitas kesehatan melalui penganeka-
ragaman pangan 

Pola Konsumsi pangan masyarakat sampai saat ini masih 
menunjukan kecenderungan kurang beragam dari jenis makanan dan 
keseimbangan gizinya. Beras masih mendominasi dalam pola 
konsumsi pangan masyarakat, sementara sumber karbohidratnya yang 
dahulu biasa dikonsumsi semakin tergeser sejalan dengan perubahan 
gaya hidup masyarakat. Disamping itu, konsumsi sayur dan buah, 
umbi umbian, pangan hewani, dan kacang kacangan masih rendah 
sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu adanya  upaya yang 
berkelanjutan dan terus menerus untuk mampu mengubah pola 
konsumsi masyarakat yang berorientasi kepada Keragaman, 
Keamanan dan Kandungan Gizi  (K3G). Usaha ini membutuhkan 
usaha keras karena harus melibatkan banyak pihak yang memiliki 
kepentingan tersebut.  

Untuk mendukung program ini, di Perumahan Larangan Mega 
Asri telah dicanangkan gerakan peningkatan konsumsi makanan non 
beras dan non terigu. Saat ini telah terbentuk organisasi Team 
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (TPEP), yang salah satu 
kegiatannya adalah membuat berbagai jenis makanan olehan yang 
berbahan baku non beras dan non terigu, diantaranya adalah bronis 
singkong, soto mbote, roti ganyong, dan berbagai jenis makanan kecil 
lainnya yang berbahan dasar non beras dan non terigu. Untuk 
mendukung ketersediaan bahan bakunya, warga memanfaatkan lahan 
kosong yang ada di lingkungan perumahan untuk ditanamami 
berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan TPEP. Selain mengopti-
malkan pemanfaatan lahan dilingkungannya, untuk memenuhi 
kebutuhan bahan baku makanan non beras dan non terigu ini 
dilakukan dengan mementuk jejaring (networking) dengan  desa/wilaya 
lainnya. Jejaring ini sangat diperlukan untuk membangun dan 
mendukung  ketersediaan SDA (bahan baku tersebut. Jejaring ini 
memberikan dampak terhadap edukasi dan sosialisasi penyediaan dan 
pemanfaat Sumber Daya Alam untuk menjamin Keragaman, 
Keamanan dan Kandungan Gizi Pangan (K3GP) pada pola konsumsi 
pangan masyarakat. Sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh 
dan memiliki kemampuan mengolah Sumber Daya Alam yang ada. 
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Gambar 1. Kunjungan stakeholder acara lomba 3R 

 
4.2.2. Pelestarian lingkungan 

Program pelestarian lingkungan dilakukan dengan membangun 
dan membangkitkan kesadaran masyarakat (warga perumahan) 
tentang pentingnya  kelestarian dan pelestarian lingkungan. Dengan 
membangun dan membangkitkan kesadaran masyarakat (warga 
Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur) 
terhadap pentingnya kelestarian dan pelestarian lingkungan, maka 
masyarakat/warga perumahan akan memiliki perhatian yang tinggi 
terhadap lingkungannya seperti penghijauan, sirkulasi udara yang 
baik, terawatnya daya dukung lingkungan serta keindahan lingkungan. 
Kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan terus dilakukan untuk 
mendukung kelestaian dan pelestarian lingkungan ini antara lain 
adalah; membentu bank sampah di setiap Rukun Tetangga, pemilahan 
sampah rumah tangga, pengolahan sampah (sisa bank sampah) secara 
mandiri, pembangunan biopori, gerakan tanam toga setiap rumah, 
serta penghijauan pada lahan kosong.  
4.2.3. Keamanan lingkungan 

Keamanan lingkungan merupakan faktor penting untuk menjaga 
ketenangan warga dalam keseharaiannya. Program peningkatan 
keamanan lingkungan dilakukan dengan menanamkan kesadaran 
kepada warga perumahan tentang  pentingnya keamanan kolektif 
lingkungan. Kesadaran masyarakat warga perumahan Larangan Mega 
Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur akan pentingnya kemaanan kolektif 
lingkungan ini  ditandai dengan adanya  kesepakatan untuk menjaga 
keamanan lingkungan secara bersama, membiayai kebutuhan 
keamanan lingkungan secara bersama serta penyediaan sarana 
keamanan lingkungan secara bersama-sama. Keamanan lingkungan 
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bukan sekedar keamanan orang per orang atau individual, tetapi 
keamanan seluruh warga. Oleh karena itu kebersamaan  merupakan 
kunci penting dalam menjaga keamanan. 
4.2.4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.    

Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan 
dengan peningkatan kesadaran warga terhadap pentingnya ilmu 
pengetauan. Karena dengan ilmu pengetahuan manusia akan berubah 
menjadi lebih baik. Pentingnya ilmu pengetahuan dapat dilihat dari 
pepatah: “Carilah ilmu sampai ke negeri Cina” dan “tuntutlah ilmu 
sejak dalam buaian hingga ke liang lahat”. Dengan pepatah tersebut  
menunjukkan pentingnya ilmu bagi manusia yang tanpa batas, baik 
tempat maupun usia. Oleh karena itu transfer ilmu harus tetap 
berjalan meskipun dalam lingkup terkecil seperti Rukun Warga. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus RW 08 
Perumahan Larangan Mega Asri dalam rangka untuk meningkatkan 
pengetahuan wargnya adalah dengan mendirikan “Taman Baca RW 
08”. Dengan adanya “Taman Baca”  tersedia berbagai jenis buku 
bacaan, yang akan menjadi  sarana pendukung untuk menuntut ilmu. 
Disamping itu, dengan adanya  “Taman Baca” bisa menjadi sarana 
interaksi diantara warga untuk saling berbagi pengetahuan.Upaya lain 
yang dilakukan untuk peningkatan kualitas dan pengetahuan warga 
adalah dengan mendatangkan Trainer secara periodik untuk 
memberikan pelatihan kepada warga sesuai dengan kebutuhan warga, 
misalnya pelatihan membuat tanaman hidroponik, pelatihan 
pembuatan kue, pelatihan tentang pengolahan sampang dengan 
metode composting dan sebagainya.    
4.2.5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi factor 
penting dalam peningkatan kesejahteraan warga. Mengingat secara 
sosial ekonomi, warga perumahan Larangan Mega Asri , strata sosial 
ekonominya heterogen, ada yang berpenghasilan tinggi dan ada yang 
berpenghasilan rendah, maka untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah RW harus 
membentuk lembaga ekonomi yang mampu menopang kegiatan 
ekonomi warga. Lembaga ekonomi yang saat ini telah terbentuk dan 
sudah berperan dalam peningkatan kesejahteraan wara adalah Tim 
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (TPEP) yang memiliki tugas 
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melakukan pemberdayaan terhadap kegiatan ekonomi warga,  baik 
pembinaan, pembekalan atau peningkatan pengetahuan dalam 
produksi maupun pemasaran. Dengan bantuan lembaga ini, warga 
terbantu dalam cara melakukan dan peningkatan produksi, pemasaran 
hasil produksi dan peningkatan pendapatan. 

Selain Team Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (TPEP) 
Lembaga Ekonomi yang akan dikembangkan adalah “Koperasi 
Lamegas”. Koperasi ini akan bergerak dalam bidang produsksi, 
perdagangan dan jasa. Koperasi ini beranggotakan warga Perumahan 
Mega Asri dan dikelola oleh warga. Dengan dibentuk koperasi ini, 
diharapkan dapat menyediakan barang-barang kebutuhan warga, 
sehingga warga tidak perlu membeli ke tempat lain, dan 
keuntunganya nanti juga akan dinikmati oleh warga. Selain 
menyediakan barang barang kebutuhan warga, koperasi ini juga 
menampung hasil-hasil produksi yang dibuat warga untuk dipasarkan. 
Misalnya warga yang memproduksi minuman dan makanan dapat 
menjual melalui Koperasi Lamegas. Usaha lain yang akan dilakukan 
oleh Keperasi Lamegas adalah usaha jasa diantaranya adalah jasa 
servis AC dan cuci kendaraan.  

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan 
ekonomi warga  serta sosialisasi diversifikasi pangan menuju hidup 
sehat adalah menyelenggarakan  Festival Pangan dan Lomba Cipta 
Kreasi Kudapan non beras dan non terigu. Dengan kegiatan ini 
diharapkan mampu memberikan resonensi baik kepada warga 
Perumahan Larangan Mega Asri  maupaun kepada seluruh 
masyarakat di Jawa Timur. 
4.2.6. Peningkatan kesadaran tentang keberagaman  

Keberagaman merupakan keniscayaan yang harus disadari oleh 
semua lapisan masyarakat, terutama di lingkungan perumahan. 
Mengingat warga perumahan umumnya sangat heterogen, datang dari 
berbagai daerah, etnis, suku, agama dan lain sebagainya. Kesadaran 
terhadap keberagaman akan meningkatkan kesadaran untuk 
menghargai dan menjaga keberagaman itu sendiri. Sehingga tidak 
akan ada konflik yang tidak perlu hanya karena keberagaman. 

Kesadaran akan keberagaman ditandai dengan terminimalisirnya 
konflik yang dipicu oleh perbedaan suku, ras dan agama, serta 
semakin tingginya kerjasama diantara warga tanpa melihat perbedaan 
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suku, ras dan agama. Oleh karena kegiatan bersamaan seluruh warga 
tanpa melihat Suku, Agama dan adat-istiadat sangat penting. 

Penyediaan forum seperti festival makan, festifal kartini, 
kepanitiaan idul qurban, festival ramadhan, dan festival lainnya yang 
dilakukan bersama merupakan sarana efektif untuk peningkatan 
kesadaran tersebut.   
4.2.7. Pembinaan bidang sosial, mental dan spiritual 

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia warga 
Perumahan Larangan Mega Asri tidak hanya pembangunan fisik dan 
jasmaniah saja, namun juga diimbangi  dengan pembangunan bidang 
sosial, mental dan spiritial. Dengan pembangunan/pembinaan bidang 
sosial, mental dan spiritual ini, diharapkan warga Larangan Mega Asri, 
Candi, Sidoarjo, Jawa Timur tidak hanya sehat secara fisik saja, 
namun sehat jasmani dan rohani serta terbentuk tatanan dan 
hubungan sosial yang harmonis. Berbagai program/kegiatan yang 
dilakukan untuk menunjang pembinaan bidang sosial, mental dan 
spiritual ini antara lain: bantuan biaya pendidikan kepada anak warga 
miskin, santunan untuk pada dhuafa, kajian ilmu agama, pelayanan 
kesehatan untuk Balita (Posyandu) dan Lansia, dan lain sebagainya.   
 
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Visi RW 08 Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, 

Jawa Timur adalah “Menjadikan RW 08 Perumahan Larangan 
Mega Asri Sebagai Pelopor “Kampoeng Bermutu” di Indonesia. 
Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut : 
a. Meningkatkan kesejahteraan warga RW 08 Perumahan 

Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo , Jawa Timur  melalui 
usaha mandiri. 

b. Meningkatkan kesejahteraan warga RW 08 Perumahan 
Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo , Jawa Timur  melalui 
pembinaan rohani dan kegiatan sosial. 

c. Meningkatkan peran serta warga RW 08 Perumahan 
Larangan Mega Asri  dalam pembangunan Rukun Warga.  
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d. Meningkatkan kesadaran warga untuk hidup sehat  melalui 
diversifikasi  pangan dan perbaikan lingkungan. 

e. Meningkatkan kesadaran warga untuk menghargai dan 
menjaga keberagaman. 

f. Meningkatkan pengetahuan warga melalui gerakan edukasi 
bersama. 

2. Permasalahan utama yang dihadapi Rukun Warga adalah: 
a. Di wilayah sekitar perumahan telah beralih fungsi dari sawah 

menjadi perumahan, sehinga daerah resapan berkurang 
akibatnya sering terjadi banjir saat musim penghujan.  

b. Lokasi perumahan berdekatan dengan Pasar dan Terminal 
Larangan Sidoarjo serta cukup banyak akses jalan masuk dan 
keluar perumahan, sehingga sangat rawan terhadap 
keamanan/pencurian.  

c. Timbulnya berbagai penyakit yang diderita oleh sebagian 
warga karena pola makan yang kurang sehat serta penyakit 
yang ditimbulkan faktor sanitasi yang kurang baik 

d. Sebagian warga mempunyai jiwa bisnis, namun potensi 
tersebut belum dikembangkan secara optimal serta belum 
ada lembaga yang representative yang  mewadahi kreativitas 
warga tersebut. 

e. Warga perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, 
Jawa Timur berasal dari berbagai macam suku, etnis, agama, 
dan golongan sehingga rentan terjadi konflik sosial.  
 

5.2. Rekomendasi 
1. Untuk meningkatkan darajad kesehatan warga Perumahan 

Larangan Mega Asri program yang dilakukan adalah peng-
anekaragaman pangan serta perbaikan sanitasi serta pelestarian 
lingkungan. 

2. Untuk menurunkan terjadinya kerawanan keamaman diperlukan 
program peningkatan keamanan lingkungan yang dilakukan 
dengan menanamkan kesadaran kepada warga perumahan 
tentang  pentingnya keamanan lingkungan. 

3. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia  warga 
Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur 
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dilakukan dengan peningkatan kesadaran warga terhadap 
pentingnya ilmu pengetauan melalui edukasi secara istiqomah. 

4. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Perumahan 
Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur selain 
dibentuk Tim Pemberdayaan Ekonomi Perempuan juga 
diperlukan lembaga ekonomi yang dapat menampung dan 
menyalurkan hasil kreativitas warga. 

5. Untuk mencegah/meminimumkan terjadinya konflik sosial antar 
warga perlu ditanamkan kesadaran kepada warga untuk 
menghargai dan menjaga keberagaman yang ada di Perumahan 
Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur.    

6. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia   warga 
Perumahan Larangan Mega Asri, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur 
tidak hanya pembangunan fisik dan jasmaniah saja, namun juga 
diimbangi  dengan pembangunan bidang sosial, mental dan 
spiritial. 
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